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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 3 TAHUN 2012

O prgmpn 9

TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar
sesuai persyaratan administratif dan persyaratan
teknis serta pembangunan yang berwawasan
lingkungan, periu dilakukan penataan dan
penertiban bangunan dalam wilayah Kabupaten
Kolaka; dan

b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin
keselamatan penghuni dan lingkungannya harus

,, diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai

* dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan

administratif dan teknis bangunan gedung.

¢. bahwa agar bangunan gedung  dapat
terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai
dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat
dan upaya pembinaan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf &, b, dan ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah itentang Bangunan

' Gedung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 fentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di

Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959
} Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
7 1882);



~

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 2043); .

Undang-Undang Nomor 11 Tahum 1974 tentang
pengairan (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1974 Nomor 65, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3318);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3470); ,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
lalu lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3670);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247); .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4289);



14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahum 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang —~ Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
Atas Undang — Undang Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

15.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

16.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4444),

17.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

18.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69);



19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986
tentang lzin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3352) ;

20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1988 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3372);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3445);

22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 1997
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660);



25.Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor
B8 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3776);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
{AMDAL) (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

27 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia Nomor 3955);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
fentang Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
fentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Sistem Pengembangan Air Minum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 33, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 4490) ;



31.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;

32.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) :

33.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4655);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);



36.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
fentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

37.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan
Perautran Perundang — Undangan.

38.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2002, tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok;

39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun
1993 tentang ljin Mendirkan Bangunan dan
Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan
Industri;

40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerabh;

41.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63
Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan
‘Sungai dan Bekas Sungai;

42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung,

43.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
‘Lingkungan;

44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
‘Kawasan Perkotaan;



45.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
D5/PRT/M/2007  tentang Pedoman  Teknis
Pembangunan Rumah  Susun  Sederhana
Bertingkat Tinggi;

46.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan;

47.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung;

48.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik
Fungsi Banguman Gedung;

49.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahii
Bangunan Gedung;

50.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  02/PER/MJKOMINFO/3/2008  tentang
Pedoman Pembangunan dam Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi;

51.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan
dan Perawatam Bangunan Gedung;

52.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2008 tentang Pedoman  Teknis
Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi
Kebakaran di Perkotaan;

53.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;



54 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman  Teknis
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan,;

55 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang
Pedoman  Teknis  Pembangunan Rumah
Sederhana Sehat;

56.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan
informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 20089;
D7/PRT/M/2009; 3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

57.Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;

58.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13
Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
{RTRW) Kabupaten Kolaka.

59.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 25
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau Kawasam Perkotaan Kabupaten Kolaka.

60.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

61.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12
Tahun 2010 tentang Tata Bangunan.

62.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2
tahun 2011 temtang Retribusi Perizinan Tertentu.

63.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4
fahun 2011 tenmtang Retribusi Jasa Umum.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA.

dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.  Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
Bupati adalah Bupati Kolaka.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ‘disebut
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kolaka
6. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah

yang ditunjuk oleh Bupati Kolaka. _
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kolaka.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
Perencana struktur adalah seseorang atau badan yang ahli
dalam bidang struktur/konstruksi fbangunan yang memiliki ijin
bekerja.

Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan adalah
sesegrang atau badan yang ahli dalam bidang instalasi dan
perlengkapan bangunan yang memiliki ijin bekerja.

Pengawas adalah seseorang atau badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas
penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan ijin yang
berlaku serta memiliki ijin bekerja.

Bangunan adalah sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas
permukaan tanah atau bertumpuk pada batuan dan di
perairan, baik yang bersifat permanen, tetap dan atau
sementara sesuai ruangan yang terbatas, seluruhnya atau
sebahagiaannya. |

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyaty dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang
fungsinya untuk kepentinagn publik, baik berupa fungsi
keagamaam, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
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16.

17.

18.

19.

20.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang
fungsinya untuk kepentinagn umum dan bangunan gedung
fungsi khusus vyang dalam pembangunan dan/atau
pemanfaatannya membutuhkan pengelotaan khusus dan/atau
memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang
digunakan untuk keperluan dinas Pemerintah/Pemerintah
Daerah yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan
diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN
dan/atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi
bangunan gedung Dberdasarkan pemenuhan tingkat
persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Bangunan — bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur
yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, menupakan
lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri
di atas tanah ata bertumpu pada landasan dengan susunan
bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas
seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai
dan/atau tidak pelengkap bangunan gedung;

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian —
bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan — satuan
yang masing — masing dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempay hunian yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Bangunan gedung berderet adalah Bangunan gedung yang
terdiri dari lebih 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh)
induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 m
(enama puluh meter)

Bangunan Gedung permanen adalah bangunan yang dibuat
dari bahan-bahan yang kokoh (konstruksi beton) dan dapat
dipergunakan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
Bangunan semi permanen adalah bangunan yang dibuat dari
bahan-bahan yang berkualitas baik (konstruksi kayu atau
sebagian beton) dan dapat dipergunakar sekurang-kurangnya
15 (lima belas) tahun;

Bangunan tidak permanen/sementara adalah bangunan yang
dibuat dari bahan lokal dan digunakan untuk sementara waktu
dengan umur bangunan dinyatakan sekurang-kurangnya 5
(lima) tabun;

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan
lokal yang dipergunakan paling lama 1 (satu) tahun;

Bangunan milik pemerintah adalah bangunan yang dibangun
dengan biaya atau bersumber dari pemerintah/negara yang
diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah/negara;

Rumah tinggal adalah bangunan yang diperuntukkan sebagai
tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga
dengan sarana prasarana / faslitas yang memadai;
Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang
melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu
kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;

Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan
setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
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30.

31.

32.

33.

34.

Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam
bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar
kawasan industrj tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) /
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Non Penanaman
Modal Dalam negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing

(PMA);
Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-
batasnya sebagai satuan - satuan yang sesuai dengan

rencana kota;

Kavling/persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk
tempat menidirkan bangunan;

Garis sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu
sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antara bagian
persil yang boleh dan tidak mendirikan bangunan, yang
menentukan dan mengatur letak suat bangunan;

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu
bangunan ke as jalan yang tidak boleh didirikan bangunan dan
diukur dari dinding terluar bangunan terhadap :

Batas tepi jalan atau rencana jalan;

Batas tepi sungai atau rencana sungai;

Batas tepi pantai;

Batas saluran atau rencana saluran;

Jaringan listrik tegangan tinggi;

Batas tepi rel kereta api;

Batas mata air; dan/atau

Batas jaringan telekomunikasi.

S@ 000U
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35.

36.

37.

38.

39.

Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum,
gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan
pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan lereng-lereng,
trotoar saluran dam peralatan-peralatansemacam itu, diukur
antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur
tanah, yang menurut rencana perluasan Kabupaten
diperuntukkan buat jalan, dengan membuat sesuatu jalan
dimaksudkan pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang
dibuat Pemerintah maupuan Swasta;

Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan
tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut yang
dinyatakan dalam meter;

Ketinggian bangunan adalah jumiah lapis lantai penuh dalam
suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung
dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai
tertinggi dinyatakan dalam {jumlah) lantai;

Mendirikan bangunan adalah setiap kegiatan untik
mendirikan, membuat/mengubah, memperbaharui /
memperbaiki, menambah / memperiuas bangunan;

Mengubah Bangunan adalah pekerjaan menggar;i dan/atau
menambah sebagian bangunan yang ada, termusuk pekerjaan
membongkar yang berhubungan dengan ntkerjaan mengganti
bagian bangunan tersebut, meliputi :

a. Mengubah fungsi dan keaginaan;

b. Mengubah bentuk dan estetika;

c. Mengubah konstruksi; dan

d. Mengubabh jaringan utititas.
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40.

41.

42.

43.

45.

Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau
seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan
dan/atau konstruksi.

Koefesien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB
adalah rasio perbandingan luas bangunan terhadap luas
bidang tanah.

Koefesien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Koefisien Daerah Hijau yang selanjtnya disingkat KDH adalah

- angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang

terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dengan luas tanah
perpetakan/daerah perancanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara
luas tapak basement dengan luas lahanftanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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46.

47

48.

49.

50.

51.

52.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
terientu Pemerintah Daerah dalam pembsrian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umym dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB
adalah izin yang diterbitkan untuk kegiatan mendirikan,
memperbaiki, memperluas dan mengubah suatu bangunan
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Permohonan lzin mendirikan Bangunan adalah permohonan
yang dilakukan pemilik banguan gedung kepada pemerintah
daerah untuk mendapatkarn IMB;

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut
Retribusi IMB adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan
pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan.

Pemilik Bamgunan Gedung adalah orang, badan hukum,
kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah
sebagai pemilik bangunan gedung;

Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar
bangunan gedung yang menjadi pertimbangan
penyelenggaraan Bangunan gedung baik dari segi sosial,
budaya, maupun dari segi ekosistem;

Standar Teknis adalah estdndar yang dibakukan sebagai
estandar tata cara, estandar spesifikasi, dan estandar metode
uji baik berupah Estandar Nasionla Indonesia maupun
estandar  internacional  yang  diberlakukan  dalam
penyelenggaraan bangunan gedung;
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53.
54.

55.

56.

57.
58.

59.

Penyelenggaran Bangunan Gedung adalah bagian kegiatan
pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung;
Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan
gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan
pengguna bangunan gedung;

Pengguna Bang8nan Gedung adalah pemilik bangunan
gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung, yang
menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau
bagian bangunan hedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan,

Tim Ahli Bangunan Gedung adalah Tim yang terdiri dari para
ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung
untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses
penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan
terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam
penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung tertentu
yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus
disesuakan dengam komplesitas bangunan gedung tertentu
tersebut;

Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis
dari iindeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan
sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan retribusi.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
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60.

61.

62.

63.

64.

Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai
dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.

Sertikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya
disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi
suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun
teknis sebelum pemanfaatannya;

Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis
bangunan gedung dan kelengkapanmya yang mengikuti
tahapan perenana, pengembangan rencana dan penyusunan
gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana
strktur, rencana makanikal/elektrikal, rencana anggaran biaya,
dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan
estandar teknis yang berlaku;

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tir;; ahii
bangunan gedung yang disusuna secara teTulis dan
profesional terkait dengan pemenuhan pers', aratan teknis
banguan gedung baik dalam proses, pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun B mbongkaran bangunan
gedung;

Persyaratan Teknis ads!in persyaratan mengenai Struktur
Bangunan, Kezrnanan, Keselamatan, Kesehatan,
Kenyamanar; dan lain-lain yang berhubungan dengan
rancargyan bangunan, termasuk kelengkapan prasarana dan
fasilitas lingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan dan diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

Penyedian Jasa Kenstruksi Bangunan Gedung adalah orang
peracrangan atau badan vyang ‘kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan
gedung meliputi perencana teknis, pelaksama konstruksi,
pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis
bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong reiribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

- memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW
adalah merupakan penyelaras strategis serta merupakan
penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi dengan
kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kolaka yang
dituangkan ke dalam struktur dan pola tata ruang wilayah
Kabupaten Kolaka;
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan selanjutnya
disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan
perkotaan.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungam selanjutnya
disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu
kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang
memuat rencana program bangunan dan lingkungan, nencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana dan pedoman  pengendalian
pelaksanaan.
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71.

72,

73.

74.

75.

76,

77.

78.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjangfjalaur dan/afau mengelompok, yang
penggunaannya |lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja
ditanam;

Istalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan
perlengkapan bangunan, bangunan — banguman dan atau
pekaranagan yang digunakan untuk menunjang terciptanya
unsur kenyamanan dan keselamatan dalam bangunan;
Peresapan aitr adalah instalasi pembuanagn air limbah berasal
dari dapur, kamar mandi, dan air hujan;

Sumur resapan adalah instalasi untuk menumpang
pembuangan air permukaan;

Pertandaan adalah suatu bangunan - bangunan yang
berfungsi sebagai sarana informasi atau reklame;

Menara telekomunikasi adalah bangunan — bangunan yang
berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang
desaifbentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
kelengkapan telekomunikasi;

Analisa mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya
disingka AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direnacanakan
pada lingkungan hidup vyang dipeflukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan;

Upaya pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
UKL adalah Rencana Kerja dan atau Pedoman Kerja yang
berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara
sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;

22



79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
UPL adalah Rencana Kerja dan/atau Pedoman kerja yang
berisi program pemantauan lingkungan yang dibuat secara
sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;

Urat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya
disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh
perusahaan industria yang sifatnya mengikat dalam
menunjang program pembangunan industria yang berwawasan
lingkungan;

Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan
tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan
titik puncak dari bangunan;

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan
gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan
gedung selalu laik fungsi;

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti
bagian bangunan gedung, komponen, bahan banrgunan,
dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap
laik fungsi.

Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan
adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan
gedung ke bentuk aslinya.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta
pemeliharaan bangunan gedung dan ilingkungannya untuk
mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan
aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang
dikehendaki.
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86.

87.

88.

89.

90.

Pembongkaran  adalah  kegiatan = membongkar  atau
merobohkan seluruh atau sebagaian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya,

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedi ;ng
adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merur,akan
perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat yntyuk

memantau dan menjaga ketertiban, memberi r nasukan,

menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan
gugatan perwakilan berkaitan dengan per.yelenggaraan
bangunan gedung.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, ¥,adan hukum atau
usaha dan lembaga atau organisasi Yang kegiatannya di
bidang bangunan gedung, termasuk ™ .asyarakat hukum adat
dan masyarakat ahli, yang ‘serkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan gedur g,

Dengar pendapat publik adala®, forum dialog yang diadakan
untuk mendengarkan dan r,ienampung aspirasi masyarakat
baik berupa pendapat, T.ertimbangan maupun usulan dari
masyarakat baik berup?, masukan untuk menetapkan kebijakan
pemerintah daerah d-alam penyelenggaraan bangunan gedung.
Gugatan perwakitan adalah gugatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu
orang atau 'ebin yang mewakili kelompok dalam mengajukan
gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus
mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta
atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompok yang dimaksud.
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91.

92.

93.

%4,

95.

96.

97.

Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah
kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dalam
rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga
setiap penyelengaraan bangunan gedung dapat berlangsung
tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai
dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
Pemberdayaan adatah kegiatan untuk menumbuhkembangkan
kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran serta
penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan
penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan

- gedung dan upaya penegakan hukum.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu
atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang
khusus oleh{Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah,

Standar Nasional ndonesia yang selanjutnya disingkat SIN
adalag estandar mutu nacional yang ditetapkan oleh lembaga
yang berwenang.
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BAB i
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG ILINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan bangunan gedung adalah pengendalian
pembangunan yang berlandaskan asa kemanfaatan, keselamatan,
kenyaman, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung
dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :

a. Mewujudkan bangunan yang funsional dan sesuai dengan tata
bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan banguna gedung yang
menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan

¢. Mewujudkan kepastian hukm dalam penyelenggaraan
bangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam PeraturaniDaerah meliputi :
Wewenang, tanggung jawab dan Kewajiban;
Fungsi bangunan gedung;

Persyaratan bangunan gedung;

Penyelenggaraan Banguna Gedung;

Peran Masyarakat;

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Sistem Informasi dan Data; dan

Sanksi.

SQ@ 0000
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BAB Il
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Wewenang, Tanggung Jawab dan Kewajiban Bupati

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Bupati berwenang
untuk :

a.

b.

Menerbitkan ijin sepanjang persyatan teknis dan administrative
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada
suatu bangunan yang belum memenuhi persyaratan
sebagaiamana dimaksud pada huruf a, sampai yang
bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi
persyaratan yagn ditetapkan;

Memerintahkan untuk melakukan perbaikan — perbaiakan
terhadap bagian bangunan, bangunan - bangunan dan
pekarangan ataupun suatu lingkungan yang membahayakan
untuk pencegahan terhadap gangguan keamana, kesehatan
dan keselamatan;

Memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya
pembangunan, perbaikan atau pembongkaran sarana atau
prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan;,
Menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau
lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan - ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan
keserasian lingkungan dan/atau keamanan Negara;
Menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur
yang berjati diri Indonesia;

Menetapkan prosedur dan persyaratan serta teknis tentang
penampilan bangunan - bangunan;
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Menetapkan sebagian bidang perkarangan atau bangunan
untuk penempatan, pemasanagan dan ipemeliharaan sarana
atau prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum;
Memberikan insentif dan disinsentif bentuk pentaan dan
pembinaa.

Pasal 6§

Berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
maka Bupati bertanggung jawab atas;

a.
b.

c.

Pelaksanaan penyelenggaraan Banguan Gedung;
Perumususan kebijakan di bidang penyelenggaraan bangunan
gedung dan bangun bangunan;

Peleyanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus
dan/atau sengketa bangunan gedung dan bangun bangunan;
Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakk 4n
hokum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan ba ,gun
bangunan;

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Bangu'un Cagar
Budaya;

Pengelolaan Sistem Informasi bangunan gedur,g dan bangun
bangunan; dan

Pemberdayaan masyarakat daiam penyele’ggaraan bangunan
gedung dan'bangun bangunan.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, bupati
berkewajiban :

a.

b.

Memberikann informasi seluas-luasnya tentang
penyelenggaraan bangunan gedung dan banguna bangunan;
Menge!sia informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan
b=aj:gun bangunan sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
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c. Menerima, menampung dan menindaklamjuti aspirasi
masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan
gedung dan bangun bangunan;

d. Menerima dan menindaklanjuti pengadua atau laporan atau
masalah penyelenggaraam bangunan gedung dan bangun
bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan

e. Melaksanakan penegakkan hokum sesuai peraturan
perundang — undangan yang berlaku.

BAB IV
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Bagian pertama
Umum

Pasal 8

Fungsi bangunan gedung dan/atau bangun bangunan merupakan
ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau
dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan
bangunannya.

Pasal 9

Menurut fungsi bangunan gedung dikelompokkan menjadi :
a. Bangunan Fungsi Hunian :

1. Hunian Tunggal

2.  Hunian Jamak

3. Hunian Campuran

4. Hunian Sementara
b. Bangunan Fungsi Keagamaan :

1. Masjid termasuk mushola

2. Gereja termasuk kapel
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Pura
Vihara
Klenteng

¢. Bangunan Fungsi Usaha :

3.
4.
5.
1

2

» o

5.

6.
7.

Perkantoran (Pemerintah, niaga dan sejenisnya)
Perdagangan (Pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal
dan sejenisnya)

Perindustrian (Industri kecil, sedang, besar/berat)
Perhotelan (Hotel, motel, hostel, penginapan dan
sejenisnya)

Wisata dan rekreasi (Tempat rekreasi, bioskop, dan
sejenisnya)

Terminal (Stasiun kereta, terminal bus, terminal udara,
halte bus, pelabuhan laut)

Tempat penyimpanan (Gudang, gedung tempat parkir,
dan sejenisnya)

d. \Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya :

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Kesehatan

Kebudayaan (museum, gedung kesenian, dan
sejenisnya)

Laboratorium

Pelayanan Umum (Stadion/Hall untuk kepentingan olah
raga dan sejenisnya)

e. Bangunan Fungsi Khusus :

1.
2.

Tingkat kerahasiaan tinggi (Bangunan militer dan
sejenisnya)

Tingkat resiko bahaya tinggi (Bangunan Reaktor Nuklir
dan sejenisnya)

f.  Bangunan memiliki Lebih dari satu fungsi.
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Bagian Kedua
Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 10

Menurut klasifikasi bangunan dikelompokkan sebagai berikut :

a.

Kompleksitas bangunan :
1.  Sederhana
2. Tidak sederhana

3. Khusus
Permanensi'Bangunan :
1. Darurat

2. SemiPermanen
3. Permanen
Resiko Kebakaran :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Zonasi Gempa :

1. Zonal/Minor
Zona Il / Minor
Zona lll / Sedang
Zona IV / Sedang

2

3

4

5

6. ZonaV/Kuat

7.  Zona Vi/Kuat

Lokasi bangunan berdasarkan kepadatan bangunan :
1. Rendah

2. Sedang

3. Tinggi

Ketinggian Bangunan :

1. Rendah ( 1 Lantai — 4 Lantai)
2. Sedang ( 5 Lantai ~ 8 Lantai)
3. Tinggi { Lebih dari 8 Lantai )
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g. Kepemilikan bangunan :
1.  Negara, Yayasan
2. 'Perorangan
3. 'Badanuwusaha

Pasal 11

Menurut waktu penggunaan bangunan dikelompokkan menjadi :
a. Masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6
{enam) bulan seperti bangunan untuk pameran.

b. Masa pemanfaatan jangka menengah maksimum 3 (tiga)
Tahun seperti kantor atau gudang proyek.
c. Masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) Tahun.

Pasal 12

Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung :

a. Peruntukan lokasi harus diselenggarakan sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan yang diatur
dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi
yang bersangkutan.

b. Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah

2. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

3. Peraturan bangunan setempat dan rencana Tata
‘Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)

Bagian Ketiga
Perubahan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 13
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(1)
(2)

(4)

()

(8)

Fungsi dan klasifikasi banguan gedung dapat diubah imelaiui
permohonan IMB,

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan
oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana
tata ruang kota;

Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang suatu
bangunan atau bagian dari bangunan gedung dapat dizinkan
apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis
bangunan gedung dan dapat menjamin keaman dan
keselamatan bangunan gedung;

Bangunan gedung atau bagiam bangunan gedung yang
menjamin perubahan, perbaikan, perluasa,, dan/penambahan,
tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan/atau
penggunaan utama, karakter arsitektur dan
kekokokhan/keandalan bangunan, serta tidak boleh
mengurangi atau mengganggu fungsi aksesbilitas pada
lingkungan;

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus
diikuti dengan pemenuhan persyaratan administrative dan
persyaratan $eknis bangunan gedung;

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan
oleh pemerintah daerah dalam ijin mendirikan bangunan
gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan
oleh Pemerintah,

BABV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama
Umum

33



1)

)
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(4)

(1)

Pasal 14

Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan,
dilestarikan, dan atau dibongkar sesuai dengan persyaratan
bangunan gedung, yang diatur daiam Undang-undang No. 28
tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya
termasuk pedoman dan standar teknisnya.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis,
baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan
keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung laik
fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan
lingkungannya.

Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi,
klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan gedung.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan

administrasi :sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 28

tentang Bangunan Gedung yang meliputi:

a. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah.

b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan.

¢. Izin mendirikan bangunan gedung.
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(2) Setiap orang dapat memiliki bangunan gedung atau bagian
, bangunan gedung,
(3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung
untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.
(4) Pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran
dokumen administrasi meliputi ;
a. Pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi
kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan :
1. Pemilik tanah sebagai pemilik bangunan gedung,
pemeriksaan uang dilakukan meliputi :
a) Kebenaran dan keabsahan status hak atas
tanah;
b) Kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi
tanah (letak/lokasi dan topografi/contour);
c) Pernyataan bahwa tanah dimaksud tidak
dalam status sengketa.
2. Pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung,
pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
a) Kebenaran dan keabsahan status hak atas
tanah.
b) Kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi
tanah (letak/lokasi dan topografi/contour);
c) Pernyataan bahwa tanah dimaksud tidak
dalam status sengketa;
d) Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung.
b. Pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan
gedung meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen :
4. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, atau
dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal
kepemilikan.



(1)

()

(1)

2. Data pemilik/pemohon bangunan gedung, meliputi
nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan,
nomor KTP, atau identitas lainnya serta fotokopi
KTP atau identitas lainnya.

Paragraf 2
Status Hak Atas Tanah

Pasal 16

Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1), adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan
dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan /
kepemilikan tanah, seperti hak milik, HGB, HGU, HPL, dan hak
pakai, atau status tanah lainnya yang berupa girik, pethuk,
akta jual beli dan akta / bukti kepemilikan fainnya.

Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a pada prinsipnya
merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dan pemilik bangunan gedung.

Paragraf 3
Status Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 17

Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b merupakan surat keterangan bukti
kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan
bangunan gedung.



@)

)

(4)

(1

2

)

Pendataan, termasuk pendataan bangunan gedung, dilakukan
pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung dan
secara periodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib
pembangunan dan pemanfaatan ibangunan gedung,
memberikan kepastian hukum fentang status kepemilikan
bangunan gedung, dan sistem informasi.

Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai
pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, selanjutnya
pemilik bangunan gedung memperoleh surat keterangan
kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan
gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 18

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf ¢, adalah izin yang diberikan kepada orang
pribadi, atau badan dan Pemerintah untuk mendirikan
bangunan.

IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pemkangunan dan
pemanfaatar bangunan gedung di wilayah Kabupaten Kolaka,
dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan
lingkungan serta tertib pembangunan.

Setiap orang sebelum mendirikan bangunan gedung di wilayah
Kabupaten Kolaka diwajibkan mengajukan permohonan
kepada Bupati untuk mendapatkan IMB.
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Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Persyaratan tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (4) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan
pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 2
Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Pasal 20

(1) Setiap perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan
bangun bangunan harus mempetimbangkan segi keamanan,
keselamatan, kenyaman, keserasian bangunan dan lingkungan
baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan
bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan
penanggunalangan kebakaran serta mengikuti pedoman dan
estandar teknis yang berlaky;

(2) Perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan bangun
bangunan harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh
para ahli, sesuai bidangnya masing — masing dapat terdiri atas

Perencana arsitektur

Perencana struktur;

Perencana mekanikal dan elektrikal;

Ahli lingkungan; dan/atau

Ahli yang sesuai dengan sifat bangunannya.

® 00T
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati.
Paragraf 3
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 21

(1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang
bersangkutan sesuai dengan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.

(2) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 meliputi persyaratan kepadatan,
ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan
untuk lokasi yang bersangkutan.

Pasal 22
Peruntukan Lokasi

(1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus

sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka.

b. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota.

c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang
bersangkutan.

(2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan peruntukan - utama, sedangkan apabila pada
bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar
berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum,

(3) Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan
lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya,
dapat memperolehnya secara cuma-cuma pada Dinas
Pekerjaan Umum.

39



4

Untuk pembangunan di atas jalan umum, saiuran, atau sarana
lain, atau yang meliputi sarana dan prasarana jaringan kota,
atau di bawah atau di atas air, atau pada daerah hantaran
udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan
khusus dari Bupati.

Pasal 23
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan serapan air,
Koeflsien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan sebagai berikut :

a.
b.

c.

Bangunan Umum maksimum 50% (bangunan 50%, lahan
terbuka 50%).

Bangunan Perdagangan dan jasa maksimum 75%
(bangunan 75%, lahan terbuka 25% ).

Bangunan Pendidikan maksimum 60% (bangunan 60%, lahan
terbuka 40%).

Bangunan Industri maksimum 50% (bangunan 50%, lahan
terbuka 50 %).

Bangunan Perumahan maksimum 75% (bangunan 75%,
lahan terbuka 2§ %).

Bangunan Kelembagaan maksimum 75 % (bangunan 75 %,
lahan terbuka 25%)

Bangunan Campuran maksimum 50 % (bangunan 50 % lahan
terbuka 50 %).

Bangunan Khusus maksimum 40 % (bangunan 40 °%, lahan
terbuka 60%).
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Pasal 24
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan
pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah dan
pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan
ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan
dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan
umum.
Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar
ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan
dalam RTRW kota, RDTRK, dan/atau RTBL.
Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :
a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai,
jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil,
jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan
dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang
bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil,
dan/atau per kawasan.

Penetapan garis 'sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan,
tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau
jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan
keselamatan dan kesehatan.

Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas
persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang
diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan
pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,
dan kemudahan.

41



Penetapan jarak bebas banguman gedung atau bagian bangunan
gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan
pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan
dibangun

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran jarak
bebas bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25
Koefisien Daerah Hijau (KDH)

(1) Koefisien Daerah Hijau (KDH) ditentukan atas dasar
kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan
tanah.

Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1) diseswaikan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain,
ditentukan KDH minimum 30%.

Pasal 26
Ketinggian Bangunan

Tinggi setiap bangunan disesuaikan dengan kondisi di lapangan
dan disesuaikan dengan RTBL setempait.

Pasal 27

(1) Ketinggian Bangunan Gedung ditentukan sesuai dengan
rencana tata ruang .

(2) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan:
a. kapasitas jalan,;
b. fungsi bangunan;
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(3)
(4)

®)

(1)

(2)

kemampuan pengendalian bahaya kebakaran;

besaran dan bentuk persil;

keserasian kawasan;

keselamatan bangunan;

daya dukung lahan; dan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
Tlnggl Bangunan Gedung tidak boleh melewati garis potongan
60° (enam puluh derajat) dari as jalan yang berbatasan.
Ketinggian Bangunan Gedung Berderet paling tinggi 3 (tiga)
lantai, untuk lantai 1 (satu) dan 2 (dua) dapat berimpit dan
lantai 3 (tiga) harus berjarak dengan persil tetangga.

Ketinggian Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), harus
memenuhi persyaratan Batas-batas Keselamatan Operasi
Penerbangan (BKOP).

isa~ooo

Pasal 28

Tinggi ruang dari flantai penuh ke lantai penuh berikutnya
paling tinggi 5 m (lima meter) dan paling rendah 3 m (tiga
meter).

Bangunan ftempat ibadah, gedung pertemuan, gedung
pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental, gedung
olah raga, bangunan serbaguna dan bangunan gedung sejenis
lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tinggi ruang utilitas di atas atap (penthouse),
tidak boleh melebihi 2,40 m (dua koma empat puluh meter)
diukur secara vertikal dari plat atap bangunan, sedangkan
untuk ruang mesin lift atau keperluan teknis (lainnya
diperkenankan lebih disesuaikan dengan keperluannya.
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Pasal 29

Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang untuk
bangunan renggang paling tinggi 3 m (tiga meter) di atas
permukaan tanah jpekarangan dan apabila pagar tersebut
merupakan dinding bangunan bertingkat atau berfungsi
sebagai pembatas pandangan, maka tinggi tembok paling
tinggi 7 m (tujuh meter) dari permukaan tanah pekarangan.

Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan tanah
pekarangan antara satu kavling dengan ikavling yang
bersebelahan lebih dari 2 m (dua meter), maka harus
dilengkapi dengan konstruksi penahan tanah.

Konstruksi penahan tanah sebagaimana ayat 2 (dua) harus
disertai perhitungan konstruksi termasuk memperhitungkan

~ beban pagar.

Tinggi pagar pada '\GSJ dengan GSB pada bangunan rumah
tinggal paling tinggi 1,50 m (satu koma lima puluh meter)
diatas permukaan tanah, dan untuk bamgunan bukan rumah
tinggal termasuk untuk bamgunan industri paling tinggi 2,50 m
(dua koma lima puluh meter) diatas permukaan tanah
pekarangan serta disesuaikan pagar sekelilingnya.

Pagar pada ‘GSJ sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)
pasal ini, harus tembus pandang kecuali wntuk bagian
bawahnya paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) diatas
permukaan tanah pekarangan dapat tidak tembus pandang.
Pagar pada kapling posisi sudut, harus membentuk
radius/serongan dengan mempertimbangkan fungsi jalan dan
keleluasaan pandangan menyamping lalu lintas.
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Pasal 30

Pintu pekarangan harus membuka kedalam dan/atau tidak
boleh melebihi GSJ.

Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat
pada persil sudut untuk bangunan rumah tinggal paling rendah
8 m (delapan meter) dan untuk bangunan bukan rumah tinggal
paling rendah 20 m (duapuluh meter) dihitung dari titik belok
tikungan.

Bagi persil kecil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, letak pintu pagar untuk
kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu ujung
batas pekarangan.

Oprit jalan keluar/masuk tidlak boleh menggunakan ruang milik
jalan.

Untuk bangunan tunggal lebar jalan masuk pekarangan paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari lebar persil.

Pasal 31
‘Garie Sempadan

Garis sempadan bangunan pada jalam arteri/jalan Negara
(Rencana Lebar Jalan Maksimum 30 im) ditetapkan 21 m
diukur dari as jalan.

Garis sempadan bangunan pada jalan Kolektor (Rencana
Lebar Jalan iMaksimum 20 m) ditetapkan 16 m diukur dari as
jalan.

Garis sempadan bangunan pada -jalan Lokal (Rencana Lebar
Jalan Maksimum 10 m) maksimal 11 m diukur dari as jalan.
Garis sempadan bangunan pada jalan setapak/gang (Rencana
Lebar Jalan Maksimum 4 m) ditetapkan 6 m diukur dari as
jalan.
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(5) Garis sempadan bangunan terhadap sungai (sempadan
sungai):

a. Sekurang ~ kurangnya 100 m di kiri kanan sungai besar
dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada diluar
permukiman.

b. Sekuang - kurangnya 10 - 15 m (diperkirakan cukup
untuk dibangun jalan inspeksi) di kiri kanan sungai yang
berada dikawasan permukiman.

(6) Garis sempadan pagar depan minimal 5 m untuk jalan arteri,
jalan kolektor, jalan lokal, dan 3 m untuk jalan setapak / gang
diukur dari pinggir got.

(7) Sempadan bangunan dengan pagar batas persil samping dan
belakang minimal 2 m, kecuali ada persetujuan dari tetangga
yang saling berbatasan (penyanding)

(8) Pada areal sempadan bangunan/ dapat dibangun bangunan :
a. Pagar.

b. Taman, Tempat Parkir tanpa atap.

Pasal 32

Penetapan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 31 diatas akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan/Keputusan Bupati

Paragraf 4
Pagar

Pasal 33
(1) Setiap bangunan yang dibangun ditepi jalan waijib

dilengkapi dengan pagar pekarangan/pagar depan, kecuali
ruko dan sejenisnya. '
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Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan maksimal 1,5
m dari permukaan halaman/trotoar dalam bentuk transparan,
atau maksimal 2 m dari permukaan halaman/trotoar dalam
bentuk transparan atau tembus pandang wuntuk rumah
tempat tinggal, sedangkan untuk bangunan tempat usaha
dapat lebih dari 2 m dengan ketentuan 1 m terfutup, dan
selebihnya transparan.

Tinggi pagar samping dan belakang maksimal 2 m
dari permukaan halaman, kecuali ada persetujuan dari
penyanding.

Setiap bangunan pagar yang berada pada sudut jalan
dibuat dengan ketentuan tidak mengganggu pandangan
pengendara dari sudut pandang manapun di perempatan
jalan dimaksud

Pasal 34
Jarak Antara Bangunan

Jarak antara masa / blok bangunan satu i{antai yang satu
dengan lainnya dalam satu kavling atau antara kavling
minimum adalah 4 meter.

Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa / blok
bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-
kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas
kavling.

Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak
antara masa / blok bangunan yang satu dengan lainnya
ditambah dengan 0,5 meter.

Ketentuan lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung
mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
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Paragraf 5
Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 35

(1) Setiap bangunan wajib memperhatikan keindahan dan

keserasian lingkungan.

(2) Setiap bangunan pemerintah atau kantor BUMD dan BUMD,

wajib menggunakan arsitektur dengan siri khas Tolaki
Mekongga

{3) Setiap bangunan waijib mempergunakan cat bangunan yang

serasi dengan lingkungan.

{4) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan

fasilitas -
penunjang, toilet dan sarana parkir.

(5) Di pinggir jalan arteri dan jalan utama. protokol

dalam kota tidak boleh dibangun bangunan semi
permanen.

Paragraf 6
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 36

(1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak ‘ingkungan

{
A

2)

hanya berlaku bagi bangunan gedur;; yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap linykungan.

Setiap pemohon yang akan mengaj'ican permohonan Izin
Mendirikan Bangunan, yang mem~;ynyai Jenis Usaha atau
Kegatan Bangunan arealnya suma atau lebih besar dari 5
(limay hektar, diwajibkan untv! melengkapi persyaratan Analisa
Mengznai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan
Peratiran Pemerint2f; Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dam{,ak Lingkungan (AMDAL)
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Untuk pembangunan gedung di kawasan tertentu yang
memerlukan analisa UKL dan UPL, harus mendapat
rekomendasi dari badan yang terakreditasi.

Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real- estate,
pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60
meter atau lebih, pelabuhan diwajibkan untuk melengkapi
Persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan ditangani cleh Instansi Terkait sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1993.

Bagi Permohonanm Izin Mendirikan Bangunan dalam
mengajukan PIMB harus disertai Rekomendasi dari Instansi
yang menangani masalah Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL).

 Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi

hukuman sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan lzin
Mendirikan Bangunannya dapat dicabut oleh Bupati.

Paragraf 7
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 37

Persyaratan tata bangunan untuk suatu kawasan lebih lanjut
akan disusun dan ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL).

Dalam menyusun RTBL Pemerintah Daerah akan
mengikutsertakan masyarakat, pengusaha, dan para ahli agar
didapat RTBL yang sesuai demgan kondisi kawasan dan
Mmasyarakat setempat.

RTBL disusun berdasarkan yang telah ditetapkan akan ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun disesuaikan.
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RTBL digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang
suatu lingkungan/ kawasan, menindaklanjuti rencana rinci tata
ruang dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung
dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional,
sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk
ekologi dan kualitas visual.

Paragraf 8

Pembangunan bangunan Gedung di Atas dan/atau di bawah

(1)

@)

(1)

Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
Pasal 38

Bangunan gedung yang dibangum di atas dan/atau di bawah
tanah, air, atau prasarama dan sarana umum pengajuan
permohonan IMB gedungnya dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan dari pihak yang berwenang.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan
gedung dan pendapat publik.

Pasal 39

Pembangunan gedung di bawah tanah yang melintasi

prasarana dan/atay sarama umum sebagaimana dimaksud

dalam pasal 46 harus :

a. Besuaidengan rencana tata ruang;

b. Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

c. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang
berada di bawah tanah;

d. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi
bangunan gedung;
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e.

f.

Memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan
dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan
Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau dibawah air :

a.
b.
c.
d.

e.

f.

g

Sesuai dengan rencana tata ruang;

Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang
berada di bawahnya dan/atau diatasnya;

Tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung
terhadap lingkungannya,

Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi
bangunan gedung;

Memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan
dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan
Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas
air sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 harus :

a.
b.

C.

d.
e.

Sesuai dengan rencana tata ruang;

Tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi
lindung kawasan;

Tidak 'menimbulkan perubahan arus air yang dapat
merusak lingkungan;

Tidak menimbulkan pencemaran; dan

Telah mempertimbangkan faktor keselamatan,
kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna
bangunan gedung; -

Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dala
pasal 38 ayat (2) harus memenuhi standar teknis yang berlaku.

Bagian Keempat
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
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Pasal 40

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan
bangunan gedung meliputi :

a.

b.
c.
d.

(1)

()
(3)

4)

Persyaratan keselamatan;,

Persyaratan Kesehatan;

Persyaratan Kemudahan/aksesbilitas; dan
Persyaratan kenyamanan

Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan

- Pasal 41
Ketahanan Konstruksi

Konstruksi bangunan tertentu seperti konstruksi beton
bertulang, konstruksi baja dan konstruksi kayu harus
didasarkan atas perhitungan yang dilakukan dengan
keilmuan/keahlian dan dikerjakan dengan teliti dan/atau
percobaan - percobaan yang dapat dipertanggung jawabkan .
Tiap - tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus
diperhitungkan beban berat sendiri, beban hidup/beban yang
dipikul, beban angin dan gaya gempa sesuai dengan
peraturan pembebanan yang berlaku .

Dalam pendirian bangunan  wajib  menggun=ixan
peraturan/standar tehnik yang beriaku yang meliputi standar
Nasional tentang tata cara, spesifikasi dan metode uji yang
berkaitan dengan bangunan .

Konstruksi bangunan instalasi listrik harus dihitung dan
direncanakan oleh oramg yang Ahli dan perencananya

bertanggung jawab  2t@s  keamanan  perhitungan
perencanaannya.
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(2)

Dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus mendapatkan pengawasan yang ketat,
baik menyangkut kualitas bahan maupun pelaksanaannya
harus sesuai dengan gambar, rencana kerja dan syarat —
syarat.

Pasal 42
instalasi Listrik

Pemasangan instalasi listrik pada bangunan harus
memenuhi standar dan ketentuan/peraturan tentang
instalasi listrik yang beriaku .

Untuk bangunan — bangunan / ruang ~ ruang khusus,
umum dam penting dimana instalasi listrik tidak boleh
terputus, seperti ruang operasi, lift, dan lain — lain, harus
memiliki pembangkit listrik darurat sebagal cadangan
yang besar dayanya memenuhi kebutuhan pelayanan .

Pasal 43
Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran

Setiap bangunan tertentu seperti gedung - gedung bertingkat,
bangunan pelayanan umum, industii dan instalasi - instalasi
yang rawan ferhadap bahaya kebakaran wajib memiliki
sarana dan alat perlengkapan pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar
nasional tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran serta dilengkapi dengan petunjuk, penyelamatan,
pendeteksian sumber kebakaran dan tanda-tanda / petunjuk
arah jalan keluar yang jelas.

Untuk gedung bertingkat harus dilengkapi sarana tangga
darurat atau jalanm ke luar khusus untuk penyelamatan dari
bahaya kebakaran dan petunjuk arah jalan ke luar yang jelas.

53



(4)

©)

(1)
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Pasal 44
Persyaratan Bahan Bangunan

Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal
mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam
negeri / setempat, dengan kandungan lokal minimal 60%.
Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan
keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-
syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang
dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI)
tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau
bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi
dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.
Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) harus mendapat
rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Paragraf 3
Persyaratan Kesehatan

Pasal 45
Jaringan Air Bersih

Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air minum
harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus
disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-
bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-
instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan,
mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan
dan pemeliharaan.
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Pengadaan sumber air minum diambil PDAM atau dari sumber
yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih mengikuti
ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 46
Jaringan Air Hujan

Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke

saluran umum Kkota.

Jika thal dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mungkin,

berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun

sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang,
maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses
peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala

Dinas Pekerjaan Umum.

Saluran air hujan:

a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran
pembuangan air hujan.

b. Saluran tersebut di atas harus mempunyai ukuran yang
cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat
mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.

c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera disalurkan
ke saluran di atas permukaan tanah dengan pipa atau
saluran pasangan terbuka.

Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti

ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 47
Jaringan Air Kotor

Setiap bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat
kediaman maupun untuk tempat-tempat pelayanan umum
harus dilengkapi dengan KM / WC
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Pembuangan air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan
kakus (MCK) tidak boleh langsung ke saluran /perairan
terbuka seperti sungai, saluran irigasi, maupun drainase,
tetapi harus disalurkan melalui proses pengolahan melalui
septic tank dan atau peresapan sedemikian rupa sesuai
standar yang berlaku agar tidak menganggu kesehatan
lingkungan.

Setiap kegiatan pembangunan Duekker Plat yang dibuat
diatas saluran drainase milik umum harus mengikuti petunjuk
dan desain dari instansi teknis atau instansi terkait.

- Pasal 48
Tempat Pembuangan Sampah

Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan
yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan
melengkapi dengan tempatkotak/ lobang pembuangan
sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa
sehingga kesehatan umum terjamin.

Dalam hai pada lingkungan di daerah perkotaan yang
merupakan kotak-kotak sampah induk, maka sampah
ditampung pada TPS, untuk selanjutnya diangkut oleh petugas
Dinas Kebersihan.

Dalam hal jauh dari TPS, maka sampah-sampah dapat dibakar
dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnyz.
Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah
mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang
beriaku.
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Pasal 49
Penghawaan dalam Bangunan

Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan
atau ventilasi mekanik / buatan, sesuai dengan fungsinya.
Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhi
kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai
dengan fungsi ruang.

Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela,
pintu atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan
kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.

Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela,
bukaan, pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang

 bersebelahan.

Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5% dari
luas lantai ruangan yang diventilasi.

Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika wventilasi yang
alami tidak dapat memenuhi syarat.

Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus
memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan
masuknya udara segar, atau sebaliknya.

Bilamana digunakan ventifasi buatan, sistem tersebut harus
bekerja terus menerus selama ruangan tersebut dihuni.
Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan
besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai
fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan
standar teknis yang berlakuw.

Pasal 50
Pencahayaan dalam Bangunan

Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan
alami dan atau buatan, sesuai dengan fungsinya.
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Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan
untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan,
jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah
di udara terbuka di mana pencahayaan dibutuhkan.
Pemanfataan pencahayaan alami harus diupayakan secara
optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi
bangunan gedung fungsi masing-masing ruang di dalam
bangunan gedung.

Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih
secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi
yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan
gedung, dengan mempertimbangkan efisiensi dan konservasi
energi yang digunakan.

Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan atau buatan
dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan pedoman dan
standar teknis yang berlaku.

Paragraf 4
Persyaratan Kemudahan / Aksebilitas
Pasal 51

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan
di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan parasarana
dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kemudahan hubungan horisontal dan hubungan vertikal,
tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksebilitas
yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan
lanjut usia.
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Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan
umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang
ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat
sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Pasal 52

Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan
pintu.dan atau koridor antar ruang.

Penyediaan mengenai jumiah, ukuran dan konstruksi teknis
pintu dan koridor disesuaikan demgan fungsi ruang bangunan
gedung.

Ketentuan mengenai hubungan horizontal antar ruang dalam
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang
berlaku.

Pasal 53

Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung,
termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 51 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan
sejenisnya serta lift dan atau tangga berjalan dalam bangunan
gedung.

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga
yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya
dengan mempertimbangkan kemudahan, keselamatan, dan
kesehatan pengguna.
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Bangunan gedung untuk parkir hargs menyediakan ram
dengan kemiringan tertentu dan ate,u sarana akses vertikal
lainnya dengan mempertimbar.gkan kemudahan dan
keamanan pengguna sesuai stanc,ar teknis yang berlaku.
Bangunan gedung dengan jU’nIah lantai di atas 5 harus
dilengkapi dengan sarana ‘*ransportasi vertikal (lift) yang
dipasang sesuai dengan ‘'ebutuhan dan fungsi bangunan
gedung.

Ketentuan mengenai ¥.emudahan hubungan vertikal dalam
bangunan gedung se’jagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan 2,yat (4) mengikuti ketentuan dalam standar
teknis yang berla' .

Pasal 54

Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana
dimak sud dalam Pasal 60 ayat (2) harus disediakan di dalam
bar,gunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi
F.engguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila
terjadi bencana kebakaran dan / atau bencana lainnya, kecuali
rumah tinggal.

Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan
penunjuk arah yang jelas.

Ketentuan  mengenai penyed|aan akses  evakuasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti
ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 55

Penyediaan fasiiitas dan aksebilitas bagi penyandang cacat
dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam jpasal 52 ayat
(2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung,
kecuali rumah tinggal.
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Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas
aksebilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan
lingkungannya.

Ketentuan mengenai penyediaan aksebilitas bagi penyandang
cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang
beriaku.

Pasal 56

Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua
bangunan gedung untuk kepentingan umum.

Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai
sesuai dengan fungsi bangunan umum tersebut.

Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. Sarana pencegahan dan penanggulanagan terhadap
bahaya kebakaran.

Tempat parkir.

Sarana transportasi vertical.

Sarana tata udara.

Fasilitas penyandang cacat.

Sarana penyelamatan.

~0o0CT

Bagian Kelima
Persyaratan Kenyamanan dan Bangunan
Pasal 57

Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan
faktor kenyamanan bagi pengguna / penghuni yang berada di
dalam dan di sekitar bangunan. Dalam merencanakan
kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan:
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Kenyamanan ruang gerak.

fKenyamanan hubungan antar ruang.

Kenyamanan kondisi udara.

Kenyamanan pandangan,
e. Kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.

(2) Ketentuan perancanaan, pelaksanaan, operasi dan
pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung mengikuti
ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

op o

Bagian Keenam
Persyaratan Pendirian Bangun-Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Bamgunan bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang
tidak digunakan untuk kegiatan manusia, tetapi menupakan
lingkungan yang tteripta oleh sebab kerja manusia yang berdirj di
atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan
bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas, baik
seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai bangunan
pertandaan atau sebagai bangunan pelengkap bangunan gedung
atau sebagai bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 2
Banguan Pertandaan

Pasal 59

Dalam membangunan bangun-bangunan berupa bangunan
pertandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, harus terlebih
dahulu mendapatkan IMB dari Bupati.
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Pasal 60
Bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal

69, harus dapat mendukung citra dan suasana perkotaan yang

asi, indah, tertib, nayaman dan aman.

Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh merusak karakter lingkungan,
keserasian lingkungan dan kelestarian lingkungan

Pasal 61

Bangunan pertandaan dapat ditempatkan pada bangunan, di
dalam pekarangan ruang umum, dan jembatan
penyeberangan;

Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimkasud
pada ayat (1) harus disesuaikan dengan titik-titik tempat/lokasi
pertandaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati .

Pasal 62

Bangunan pertandaan harus memenuhi persyaratan struktur yang
kuat dan aman serta tidak membahayakan lingkungan dan

keselamatan umum.

(1)

(2)

Paragraf 3
Bangunan menara Telekomunikasi

Pasal 63

Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud,
harus kuat menahan beban angin, semua dan harus
memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
Penetapan ketinggian menara telekomunikasi harus mendapat
rekomendasi dari instansi yang berwenang;

63



)
(4)

()
(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

Perletakan menara telekomunikasi harus memperhatikan
aspek lingkungan,

Bangurnan menara telekomunikasi harus memperhatikan
kelayakan tata ruang, eseimbangan, keserasian, dan
keselarasan'‘bangunan dengan lingkungannya;

Menara telekomunikasi bersama (Co location) ditetapkan
berdasar kepadatan bangunan,

Pola penyebaran menara telekomunikasi bersama ( Co
location) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), titik Iokaf,.nya
mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Menara telekomunikasi diatas bangunan harus
mempertimbangkan struktur bangunannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GED.UNG

Bagian Pertama
Umum
Pasal 64

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan
pembangunan, pemanfaatan, pzlestarian, dan pembongkaran.
Dalam penyelenggaraan hLangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban
memenuhi persyaratan ibangunan gedung sebagaimana
dimaksud ddlam Rab V.

Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik
bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna
bangunan gedung.

Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi
pesyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab V, tetap harus
memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.
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(1)
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Bagian Kedua
Pembangunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 65

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui
tahapan  perencanaan dan pelaksanaan beserta
pengawasannya,

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di
tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain
sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
perjanjian tertulis antara pemilik dan pemilik bangunan
gedung.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah
rencana teknis bangunan disetujui oleh Pemerintah Daerah
dalam bentuk izin mendirikan bangunan kecuali bangunan
gedung fungsi khusus.

Paragraf 2
Perencanaan Teknis

Pasal 66

Perencanaan bangunan terdiri dari :

a. Perencanaan Umum

b. (Perencanaan Bangunan.

Perencanaan Umum dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibedakan menjadi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
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(2)

(3)

c. Rencana Tehnik Ruang Kota (RTRK).

d. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Perencanaan bangunan dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibedakan menjadi:

a. Rencana Arsitektur.

b. Rencana Konstruksi.

¢. Rencana Instalasi.

Pasal 67

Rencana Arsitektur sebagaimana, dimaksud pada Pasal 66
ayat (3) huruf a meliputi:

Situasiftata letak bangunan

Dasar bangunan .

Tampak bangunan.

Potongan bangunan .

e. Detail arsitektur .

Rencana Konstruksi sebagaimana, dimaksud pada Pasal 66
ayat (3) huruf b meliputi:

a. Rencana Struktur (perhitungan dan Gambar)

b. Rencana Pondasi

c. Rencana Kap

Rencana Konstruksi sebagaimana, dimaksud pada Pasal 66
ayat (3) huruf ¢ meliputi:

Instalasi Air Bersih

Instalasi pengelolaan air hujan .

Instalasi pembuangan kotoran dan air limbah

Instalasi pembuangan gas/uap air.

Sistim penerangan, akustik dan penghawaan.

Instalasi mekanikal.

Instalasi elektrikal.

Sarana pemadam kebakaran atau hidrand untuk
bangunan pasar

a
b.
c.
d

Se@ ~epoo0Tw
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i. Instalasi penangkal petir.
j.  Sistem tangga darurat.

Pasal 68

Untuk mendirikan bangunan harus dibuat rencana
bangunan dan lingkungan sekitar bangunan di dalam persil
sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana
peruntukan.

Rencana bangunan untuk usaha harus memiliki izin lokasi
dan atau izin prinsip.

Rencana bangunan satu lantai dengan konstruksi sederhana
dapat dilakukan oleh orang Yang berpengalaman atau orang
yang abhli.

Rencana bangunan dua lantai atau lebih atau bangunan umum
atau (bangunan khusus dilakukan oleh orang yang ahli atau
konsultan perencana yang sesuai kualifikasi dan klasifikasinya.
Perencana bertanggung jawab atas perencanaan bangunan
yang direncanakan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Rencana bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknis
sebagaimana dimaksud pada Bab V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 69

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah
pemilik bangunan gedung memperoleh IMB;

Pelaknsanaan  konstruksi  bangunan gedung harus
berdasarkan dokumen rencana teknis yang teiah disetujui dan
disahkan oleh dinas kecuali untuk bangunan gedung umum
dan gedung fungsi khusus ;
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(6)

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat berupa
pembangunan  bangunan gedung baru, perbaikan,
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan
gedung dan/atau instalasi, dan/atau perlengkapan bangunan
gedung.

Pasal 70

Pelaksanaan  konstruksi bangunan gedung meliputi
pemeriksaan dokumen pelaksanaan persiapan lapangan,
legiatan konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi
dan penyerahan hasil akhir pekerjaan;

Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran,
dan kterlaksanaan konstruksi (constructionability) dari semua
dokumen pelaksanaan pekerjaan;

Persiapan lapanagan sebagaiamana dimaksud pada aya*, (1)
meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi ,ymhe;
daya, dan penyiapan fisik lapangan;

Kegiatan konstruksi sebagaiamana dimaksud p7,q4a ayat (1)
meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruks: fis'c di lapangan,
pembuaan laporan kemaiuan pexerizan, pelyusunan gambar
kerja pelaksanzan (shop drawings) dan ‘yambar pelaksanaan
pekerigan sesuai dergan yang <ilaksanakan (as built
drawings), serta kegiatan masa peineliharaan konstruksi.
Felaksanaan komstriksi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud paca ayat (1) harus menerapkan prinsip — prinsip
keselamatun dan kesehatan kerja (K3);

Kegiatan pemeriksaan  akhir  pekerjaan  komstruksi
sepagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan
hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap
xesesuaian dengan dokume pelaksanaan;
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Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud
bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan
sarananya yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan
konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
yang dilaksanakan (as buill drawings), pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan
serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung
serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

Pasal 71

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal
69 ayat (1) untuk bangunan sampai 2 (dua) lantai atau dengan
luas sampai 500 m? (lima ratus meter persegi) dilakukan oleh
tenaga ahlitenaga yang berpengalaman melaksanakan
pekerjaan konstruksi bangunan gedung;

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal
69 ayat (1) untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau
dengan luas lebih dari 500 m? (lima ratus meter persegi) atau
bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia jasa yang
berbadan hokum yang telah mendapat kualifikasi sesusia
dengan bidang dan milai bangunan.

Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan ayat (2);
Pelaksanaan konstruksi sebagaiamana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus sesuai dengan dokumen perencanaan
dan persyaratan teknis serta peraturan perundang — undangan
yang berfaku.
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Pasal 72

Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi, pada lokasi
pelaksanaan konstruksi harus dipasang papan nama
kegiatan/proyek yang mudah dilihatmasyarakat umuin dan
pada batas pekarangan harus dipagari setinggi lIpaling rendah
2,5 m (dua koma lima meter) dengan memperhatikan keaman,
keserasian dan kebersihan sekelilingnya dan pagar tidak
melampauai GSJ;

Untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi yang pelaksanaannya
dapat mengganggu keamanan pejalan kaki maka pagar
kegiatan/proyek harus dibuat dengan konstruksi pengamanan
yang tidak membahayakan dan mengganggu

Untuk menerapkan kenyamanan aksebilitas bagi masyarakat
pengguna jdlan, maka penyimpanan material bangunan tidak
lebih dari 2 X 24 Jam.

Pasal 73

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, pelaksana wajib
menyediakan bedeng, bangsal kerja, kamar mandi, WC ntuk
para pekerjanya yang bersifat sebagai bangunan sementara
dengan terlebih dahulu mendapat arahan teknis dari dinas;
Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibongkar dan dibersihkan paling lama 30 hari kalender
setelah kegiatan pelaksanaan konstruksi selesai.

Pasal 74

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, jalan dan pintu keluar
masuk pada lokasi kegiatan/proyek membangun harus dibuat
dan ditempatkan dengan tidak mengganggu kelencaran lalu ~
lintas serta tidak mersak prasarana kota,
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Apabila jalan masuk lokasi kegiatan/proyek membangun
sebagaimana dimaksud ayat (1) melintasi trotoar dan saluran
umum maka waijib dibat konstrksi pengaman berupa jembatan
sementara untuk lalu lintas kendaraan kendaraan keluar dan
masuk lokasi kegiatan membangun.

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilengkapi
dengan alat pemadam api sesuai ketentuan yang berlaku dan
sarana pembersih roda bagi kendaraan yang keluar dari lokasi
kegiatan/proyek membangun.

Pada kegiatan pelaksanaan konstruksi yang tingginya lebih
dari 10 (sepuluh) lantai atau lebih dari 40 m (empat puluh
meter) atau yang berada pada Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) harus dilengkapi dengan lampu tanda
untuk menghindari kecelakaan lalu-lintas udara, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan dan pemakaian bahan maupun peralatan untuk
kegiatan pelaksanaan konstruksi tidak boleh menimbulkan
bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungannya.

Segala kerugian pihak lain yang ditimbulkan akibat kegiatan
pelaksanaan konstruksi dan kerusakan fisik lingkungan yang
ditimbulkan, menjadi beban dan tanggung jawab pelaksana
dan/atau pemilik bangunan.

Pelaksanaan penggantian terhadap kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atau
pemilik bangunan dengan pihak yang dirugikan dan dapat -
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, penggalian pondasi
atau basement yang memerlukan dewatering (penurunan
muka air) pelaksanaannya tidak boleh merisak lingkungan
sekitarnya. ‘
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Tata cara dan persyaratan pelaksanaan dewatering
(penurunan muka air) ditetapkan oleh Dinas, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pekerjaan tertentu yang menurut sifat dan jenis
pengamanannya memeriukan keahlian khusus harus dilakukan
oleh tenaga ahli.

Percobaan pembebanan untuk struktur bangunan harus
dilaksanakan oleh pelaksana dan diawasi oleh direksi
pengawas serta mengikuti persyaratan teknis, standar dan
prosedur yang berfaku.

Pasal 77

Bila muncul suatu keraguan mengenai keamanan da ; g,aty
struktur atau komponen struktur, dinas dapat memir'a supaya
dilakukan penelitian terhadap kekuatan struktur.

Apabila pemasangan bahan finishing hasilny2 gjnilai kurang
memenuhi persyaratan maka, he s dilakukan
perbaikan/penggantian.

Apabila mutu bahan hasil pengiian s7.pagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini tidak mZmenuhi jersyaratan maka Dinas
dapat memerintahkz?; untuk mergganti bahan yang sudah
terpasang.

Mutu bahZn struktur bangurian yang belum lazim digunakan
harus dibuktikan dahult dengan test atau diuji dengan test

Iz50ratorium pengujian yang ditunjuk oleh Dinas.
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Pasal 78

Pada pekerjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan
sambungan harus dilakukan pengawasan dan pengamatan
oleh tenaga ahli.

Pada pekerjaan pondasi tiang baja, harus dilakukan
pengawasan dan pengamatan terhadap gejala kelelahan tiang
dimaksud akibat pemancangan.

Pasal 79

Pengamanan wajib dilakukan pada pelaksanaan pondasi yang
dapat mengganggu stabilitas bangunan di lokasi yang
berbatasan.

Dinas dapat memerintahkan untuk mengubah sistem pondasi
vang dipakai apabila dalam pelaksanaannya mengganggu
atau membahayakan keamanan dan  keselamatan
disekitarnya.

Pasal 80

Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi
dan/atau bangunan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya,
wajib dipasang jaring pengaman.

Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat,
pembuangan puing dan/atau sisa bahan bangunan dari lantai
tingkat harus dilaksanakan dengan system tertentu yang
aman, tidak membahayakan dan menganggu lingkungan.
Pelaksana dan/atau pemilik bangunan wajib dengan segera
membersihkan segala kotoran dan/atau memperbaiki segala
kerusakan terhadap lingkungan ataupun sarana prasarana
kota akibat pelaksanaan pembangunan;
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Pelaksanaan pembersihan dan perbaikan terhadap kerusakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana
dan atau pemilik bangunan dengan pihak yang dirugikan dan
dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kegagalan
struktur maka pembangunan harus dihentikan dan dilakukan
pengamanan terhadap manusia dan lingkungannya.

Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan struktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ternyata tidak
dapat diatasi dengan penguatan dan dapat mengakibatkan
penurunan struktur maka bangunan tersebut harus dibongkar.

Paragraf 4
Pengawasan Konstruksi

Pasal 82

Pengawasan konstruksi bangunan wgedung merupakan
kegiatan pemgawasan pelaksanaan konstruksi atau kegiatan
manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.
Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan
gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan
gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung.
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Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pemeriksaan
kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan,

~ kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, terhadap IMB

gedung yang telah diberikan.
Pasal 83

Pemerintah Daerah berwenang memerintahkan

penghentian/penutupan kegiatan pelaksanaan konstruksi,

meninggikan atau merendahkan dan/atau mengubah
lingkungan, 'dan/atau memundurkan pagar atau batas pagar
atau batas pekarangan untuk kepentingan umum seperti:

a. menghentikan atau menutup kegiatan pelaksanaan
konstruksi yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan
sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut
memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

b. memerintahkan pemilik pekarangam untuk meninggikan,
merendahkan dan merubah luas pekarangan sehingga
serasi dengan sarana dan prasarana lingkunganyang
ada;

c. memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan,
merendahkan dan memundurkan pagar atau batas
pekarangan untuk kepentingan umum;

d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan,
penyempurnaan terhadap bagian bangunan, bangun-
bangunan dan pekarangan ataupun suatu lingkungan
untuk mencegah terhadap gangguan kesehatan dan
keselamatan jiwa manusia; dan

e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya
kegiatan pelaksanaan konstruksi, perbaikan atau
pembongkaran sarana atau prasarana lingkungan oleh
pemilik bangunan atau lahan.
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Bupati berwenang untuk menetapkan ketentuam pengawasan
bangunan pada lingkungan khusus atau lingkungan yang
dikecualikan dari lketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian
lingkungan dan pendapat tim ahli bangunan.

Pasal 84

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh

pengawas yang sudah mendapat izin dari Dinas.

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon

IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB

beserta. lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan

pemeriksaan oleh petugas.

Petugas Dinas berwenang untuk :

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan
mendirikan bangunan setiap saat;

b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan
sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan
(PUBB) dan RKS;

¢. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang
tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang
dianggap berbahaya serta merugikan
keselamatan/kesehatan umum;

d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera
pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau
seluruhnya untuk sementara waktu apabila:

1) pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang
dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat
yang telah ditetapkan;

2) peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.
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Bagian Ketiga
Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 85

Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Pasal 83, Pasal 95, Pasal 102, Pasal 109, dan Pasal
179, ditetapkan oleh Bupati.

Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun, kecuali masa kerja Tim
Ahli Bangunan Gedung fungsi khusus diatur lebih lanjut oleh
menteri.

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc,

independen, objektif, dan tidak mempunyai konflik

kepentingan.

Keanggotaan tim ahli Ibangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas unsur-unsur
perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan
instamsi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan
pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung yang meliputi
bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur
dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal,
pertamananflandsekap, lingkungan, tata ruang dalam/interior
serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian llainnya
yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedungnya.
Rekruitmen Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan
secara terbuka/transparan, dengan mengutamakan tenaga ahli
setempat.
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Pasal 86

Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung harus tertulis
dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan.
Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berupa hasil
pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis
yang mempertimbangkan unsur klarifikasi dari bangunan
gedung termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan
budaya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan dalam IMB termasuk kegiatan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan
gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan
memenuhi persyaratan laik fungsi.

Pemanfaatan bangunan .gedung wajib dilaksanakan oleh
pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis
untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus
mengikuti program pertanggungan tethadap kemungkinan
kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan
gedung.
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Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik
fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11

. Peraturan Daerah ini.

Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala
pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.
Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan secara berkala bangunan gedung mengikuti
pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.

Paragraf 2
SLF Bangunan Gedung

Pasal 88

Dinas menerbitkan SLF terhadap bangunan gedung yang teiah
selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan

fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
“bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

ayat (4) sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Pemberian SLF bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti
prinsip-prinsip pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.

SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20
(dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah
tinggal deret, serta berlaku 5§ (lima) tahun untuk bangunan
gedung lainnya. '
Prosedur dan tata cara penerbitan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 89

Pemilik bangunan sebelum memanfaatkan bangunan, wajib

mengajukan permohonan SLF.

Persyaratan permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah;

a. berita acara pemeriksaan dari Dinas;

b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built
drawing); dan

c. fotokopi IMB.

Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), sudah sesuai dengan IMB, Dinas menerbitkan

SLF.

Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditemukan perubaham bentuk bangunan
dan/atau pemanfaatan bangunan sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam IMB maka pemilik diwajibkan segera
mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Bupati.

Pasal 90

Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum
wajib dilakukan pemeriksaan secara berkaia terhadan Xsiaikan
fungsinya.

Pemeriksaan sebagaiinana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
oleh Dinas dengan ketentuan:

a. untuk bangunan gedung s&tiap 5 (lima) tahun sekali; dan
b. untuk bangun-bangunzari setiap 1 (satu) tahun sekali.

Atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Dinas mengadakan penelitian mengenai syarat-syarat
administrasi maupun teknis.
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Dinas memberikan SLF apabila bangunan yang diperiksa telah
memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

Pasal 91

Perpanjangan SLF bangunan gedung pada masa
pemanfaatam diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal
dan rumah tinggal deret, dan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap
pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung
sesuai dengan IMB gedung.

Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung Wwaijib
mengajukan  permohonan perpanjangan SLF kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir.

SLF bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan
pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai
dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan woleh penyedia jasa
pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah
tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 92
Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas

Dinas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk
memperlihatkan SLF beserta lampirannya.
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Dinas dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila
pemilik bangunan tidak memiliki SLF dan/atau bangunan
penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.

Penghentian penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakiukan dengan terlebih dahulu memberikan
suratperingatan tertulis.

Apabila pemilik banguman tidak mengindahkan surat
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Dinas dapat mencabut SLF.

Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemeliharaan Bangunan Gedung

Pasal 93

Pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 harus dilakukan oleh pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan
penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki
sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pemeliharaan  bangunan gedung meliputi
pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan
dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan
gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.

Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang
digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF
yang ditetapkan oleh Bupati.
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Dalam hal pemeliharaan menggunakan penyedia jasa
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
pengadaan fjasa pemeliharaan bangunan gedung dilakukan
melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan
langsung.

Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunan
gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus
dilaksanakam berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam
perjanjian feriulis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan
bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Kegiatan  pelaksanaan pemeliharaan  bangunan  gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) harus menerapkan
prinsip-prinsip keselamatan dan'kesehatan kerja (K3).

(1)

)

Paragraf 4
Perawatan Bangunan Gedung

Pasal 95

Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa perawatan
bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan bangunan
gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus
dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam
perjanjian tertulis sesuai dengan peraturam perundang-
undangan.
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Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) meliputi perbaikan dan/atau
penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen
rencana teknis perawatan bangunan gedung.

Rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyedia jasa perawatan
bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen
pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan bangunan
gedung.

Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan
bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat
dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan
bangunan gedung disetujui oleh Bupati.

Persetujuan rencana teknis perawatam bangunan gedung
tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tinggi ditakukan
setelah mendapat pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung.
Ketentuan llebih janjut mengenai tata cara perawatan
bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Kegiatan pelaksanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip
keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

(1)
()

Pasal 97

Pelaksanaan konstruksi pada kegiatan perawatan mengikuti
ketentuan dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 81.

Hasil kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 ayat (1) dituangkan dalam laporan perawatamn yang
digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF
yang ditetapkan oleh Bupati.
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Paragraf 5
Pemeriksaan Secara Berkala
Bangunan Gedung

Pasal 98

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (7) dilakukan oleh pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat
menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan
gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan
untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna
memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi.

Kegiatan pemeriksaan secara |berkala bangunan gedung

'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam

bentuk laporan.

Ketentuan lebih lanjut memgenai pemeriksaan secara berkala
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga

penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) maka lingkup

pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung harus

melipati:

a. pemeriksaan dokumen administratif,  pelaksanaan,
pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
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b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap
pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian
keandalan bangunan gedung;

c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan

d. kegiatan penyusunan laporan.

Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis

bangunan gedung .dan pemilik atau pengguna banguhan

gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan

kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.

Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan
Bangunan Gedung

Pasal 100

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung
dilakukan pada saat pengajuan perpanjangan SLF dan/atau
adanya laporan dari masyarakat.

Dinas melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung
yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan
gedung yang membahayakan lingkungan.

Bagian Kelima
Pelestarian

Paragraf 1
Umum

Pasal 101
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Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai
cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
harus dilindungi dan dilestarikan.

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang
dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pemerintah
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta
pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
sepanjang fidak mengubah nilai dan atau karakter cagar
budaya yang dikandungnya.

Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung
dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi
ketentuan fungsi dan atau karakter cagar budaya, harus
dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai  perlindungan dan  pelestarian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis

-pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan

mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional
yang berlaku.

Paragraf 2

Penetapan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan

(1)

Pasal 102

Bangunan gedung dan lingkungannya sebagai benda cagar
budaya yang dilindungi dan dilestarikan merupakan bangunan
gedung berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tabun, atau
mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan
teknaloginya.
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Pemilik, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pemerintah
dapat mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk dilindungi dan dilestarikan.

Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai
bangunan gedung Yyang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skala lokal atau
setempat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
Bangunan gedung .dan lingkungannya yang akan ditetapkan
untuk dilindungi dan dilestarikan atas usulan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat harus dengan
sepengetahuan dari pemilik.

Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya
yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 103

Penetapan  bangunan  gedung dan lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 berdasarkan
klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan
gedung dan lingkungannya sesuai dengan nilai sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan
teknologi.

Klasifikasi bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klasifikasi utama, madya
dan pratama.

Klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang
secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh diubah.
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Klasifikasi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang
sacara fisik lbentuk asli eksteriornya sama sekali tidak boieh
diubah, namun tata ruang dalamnya dapat diubah sebagian
dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan
pelestariannya.

Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang
secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan
tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya
serta dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan
gedung tersebut,

Penetapan klasifikasi dilakukan oleh Bupati sesuai dengan
kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasai 104

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan gedung dan
lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 dan Pasal 103.

Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. identifikasi umur bangunan gedung, sejarah kepemilikan,
sejarah penggunaan, nilai arsitektur, iimu pengetahuan
dan teknologinya, serta nilai arkeologisnya;

b. dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan gedung
serta lingkungannya.

Paragraf 3
Pemanfaatan Bangunan Gedung
yang Dilindungi dan Dilestarikan
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Pasal 105

Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2)
dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna sesuai dengan
kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung yang
dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang
telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan
untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan, maka pemanfaatannya harus
sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat
perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan
lingkungannya.

Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang
telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dialihkan haknya
kepada pihak lain, pengalihan haknya harus dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang
telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dialihkan
fungsinya, maka fungsi yang baru harus memperhatikan
kesesuaian bangunannya dengan klasifikasinya.

Setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan atau
lingkungannya yang dilestarikan ‘wajib melindungi bangunan
gedung dan atay lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya.

Pasal 106

Bupati dapat menetapkan atau memberikan insentif kepada
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang dilindungi
dan/atau dilestarikan.
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Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk :

a. keringanan dan/atau pembebasan pajak dan/atau retribusi:

b. bantuan dana untuk pemeliharaan, perawatan dan/atau
perbaikan; atau

c. bentuk insentif lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangundangan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan kemampuan

Pemerintah Daerah

Pasal 107

Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara
berkala bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi
dan/atau dilestarikan dilakukan oleh pemilik atau pengguna
bangunan gedung atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud
~pada ayat (1) harus dibuat rencana teknis pelestarian

bangunan gedung yang disusun dengan mempertimbangkan
prinsip perlindungan dan pelestarian yang mencakup keaslian
bentuk, tata letak, system struktur, penggunaan bahan
bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan
tingkat kerusakan bangunan gedung dan ketentuan
klasifikasinya.

Pasal 108

Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan
merupakan kegiatan memperbaiki dan memulihkan kembali
bangunan gedung ke bentuk aslinya.
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Pelaksanaan pemugaran bangunan  gedung dan
lingkungannya yang dilindungi dan/atau dilestarikan dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 81.
Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan dan
pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata letak dan
metode pelaksanaan, sistem struktur, penggunaan bahan
bangunan, dan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.
Penambahan bangunan baru pada bangunan cagar budaya
klasifikasi madya dan pratama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (2), harus memperhatikan ketentuan yang
berlaku. :

Pasal 109

Dalam hal pemanfaatan terhadap bangunan gedung yang ditindungi
dan dilestarikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal
64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68, maka Bupati
berwenang untuk :

a.

menghentikan pemanfaatan dan/atau kegiatan pemelihaaran,
perawatan, dan pemugaran terhadap bangunan gedung yang
dilindungi dan dilestarikan, untuk selanjutnya dilakukan
pengkajian terhadap rencana pemanfaatan, pemeliharaan,
perawatan, dan psmugaran oleh Tim Ahli Bangunan Gedung
dengan beipedoman pada peraturan perundangundangan
yang berlaku.

memberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
kepada pemilik dan/atau pengguna sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Keenam
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum

Pasal 110

Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :

a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan
bangunan gedung dan atau lingkungannya.

c.  Tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.

Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud

ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji

pemilik bangunan gedung.

Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak

luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus

dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang

telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan

gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional

yang beraku.
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Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran

Pasal 111

Dinas mengidentifikasi bangunan gedung yang akan

ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan

dan/atau laporan dari masyarakat.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan ruang
gedung dan/atau lingkungannya; dan

c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan,

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan hasil pengkajian teknis dari Dinas dalam bentuk

rekomendasi.

Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), kecuali untuk rumah tinggal tunggal, dilakukan

oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban

pemilik bangunan gedung.

Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak

luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus

dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang

ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan

gedung mengikuti ketentuan pedoman teknis berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Paragraf 3
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 112

Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk
merobohkan bangunannya,

Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi penjelasan tertulis:

a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;

b. cara merobohkan bangunan; dan

c. hal-hallain yang secara teknis dianggap perlu.
Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati
oleh perorangan atau badan/lembaga.

Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan

perobohan bangunan.

Pasal 113

Perencanaan merobohkan bangunan yang menimbulkan
dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan
harus dibuat oleh penyedia jasa perencanaan teknis,
Perencanaan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: ‘
a. mekanisme perobohan bangunan; dan

b. pengawasan pelaksanaan perobohan bangunan.
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Pasal 114

Dinas mengadakan penelitian atas perencanaan merobohkan
bangunan yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi,
teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada
saat diajukannya perencanaan merobohkan bangunan.

Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana
merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan
bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan
keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.

Pasal 115

Pekerjaan merobohkan bangunan dimulai paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah Surat Ketetapan Pembongkaran diterima.
Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan
dokumen perencanaan perobohan bangunan yang disahkan
dalam rekomendasi dari Dinas.

Pasal 116

Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilakSanakan,

pemilik harus menempatkan Surat Ketetapan Pombongkaran

bangunan beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk
kepentingan pengawasan.

Dinas dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berwenang:

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan
pembongkaran bangunan;

b. memeriksa perlengkapan dan peralatan yang digunakan
untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian
bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan
yang dituangkan dalam rekomendasi Dinas; dan
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c. melarang perlengkapan, peralatan, dan c¢ara yang
digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya
bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta
memerintahkan mentaati cara-cara yang telah dituangkan
dalam rekomendasi Dinas.

Pasal 117

Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran ternyata
menimbulkan dampak, maka kegiatan pembongkaran harus
dihentikan sementara dan dilakukan pengkajian ulang oleh
Dinas untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Segala akibat vyang ditimbulkan dari pelaksanaan

- pembongkaran menjadi tanggungjawab pemilik dan/atau

pelaksana.

BAB Vil
PERIZINAN BANGUNAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

Setiap orang atau badan sebelum membangun bangunan
harus terlebih dahulu memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB)
dari bupati.

Setiap orang atau badan yang akan mengajiukan permohonan
IMB dapat minta petunjuk tentang rencana membangun
bangunan kepada Instansi Teknis atau Instansi Terkait.
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Pasal 119

Mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan
tertentu harus:

a. Direncanakan oleh perencana bangunan.

b. Dilaksanakan oleh pelaksana bangunan.

c. Diawasi oleh Pengawas bangunan.

Pasal 120

(1) IMB hanya berlaku bagi orang .atau badan yang namanya
tercantum dalam IMB,

(2) Bila karena sesuatu hal, orang atau badan pemilik IMB tidak
lagi menjadi pihak yang memiliki bangunan dalam [MB
tersebut, maka IMB tersebut dimohonkan balik nama kepada
Bupati.

Pasal 121

IMB bagi bangunan sementara dapat diberikan dengan
mencantumkan syarat dalam IMB tersebut bahwa bangunan yang
bersangkutan akan dibongkar setelah lewat masa wakiu yang
ditetapkan dalam IMB,

Baglan Pertama
Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan (IMB)

Paragraf 1
Arahzan Perencanaan

Pasal 122
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Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(PIMB), pemohon harus minta keterangan tentang arahan
perencanaan, secara cuma-cuma kepada Dinas/Instansi yang
menangani perizinan/tata kota/tata bangunan, tentang
rencana-rencana mendirikan/mengubah bangunan meliputi:

a. Jenis/peruntukan bangunan.

b. Luas lantai bangunan yang diizinkan.

c. Jumlah lantai / lapis bangunan di atas / di bawah
permukaan tanah yang diizinkan.

Garis Sempadan yang beriaku.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Koefisien Daerah Hijau (KDB).

Persyaratan-persyaratan bangunan.

Persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan bangunan.

Se™ooa

j.  Hal-hallain yang dipandang periu.

Pasal 123

Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai
setelah Instansi Teknis atau Instansi Terkait menetapkan garis
sempadan serta ketinggian permukaan tanah pada persil
tempat bangunan bersangkutan didirikan.

Instansi Teknis atau Instansi Terkait dengan disaksikan oleh
pemillk IMB wajib menetapkan garis sempadan dan ketinggian
permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat - lambatnya 14 hari setelah IMB diserahkan kepada
pemohon.

Pekerjaan mendirikan bangunan harus ditaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan dalam IMB.
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Pasal 124

(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik
IMB wajib memagar keliling tanah tempat mendirikan
bangunan, kecuali bangunan rumah tempat tinggal.

(2) Setiap pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk yang
sekurang - kurangnya memuat keterangan tentang :

a. Nomordan tanggal IMB.
b. Nama pemilik IMB.

"(2) Pelaksanaan pemindahan/pengamanan bangunan sarana
kota yang terkena rencana pembangunan harus
dikerjakan oleh pihak yang berwenang dan atas biaya
badan pemilik sarana kota dimaksud.

(4) Pelaksana bangunan yang melaksanakan perintah
pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab Kkepada
perencana bangunan dan pemilik IMB.

(5) Perencana bangunan yang melaksanakan perintah pekerjaan
perencanaan, bertanggungjawab kepada pemilik IMB dan
pemilik IMB bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 125

(1) Petugas Instansi Teknis atau Instansi Terkait dapat :
a. Memasuki dan memeriksa tempat 7elaksanaan
pekerjaan mendirikan bangunan sewaktt:-waktu
b.  Memeriksa bahan bangunan yang digunakan, apakah
sesuai dengan rencana keriz2 gan syarat — syarat yang
ditetapkan dalam IMB.
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¢.  Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan - bahan
bangunan yang tidak memenuhi syarat tehnik dan alat -
alat yang dianggap berbahaya serta menggangu
kesehatan/keselamatan dan'kepentingan umum.

d. Melarang menggunakan pekerja yang dianggap tidak
Ahli untuk bidang tertentu.

(2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan
dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan dalam
IMB.

Pasal 126

Camat, Kepala Desa / Lurah wajib memonitor,imengawasi, menegur
dan menghentikan setiap pekerjaan mendirikan bangunan yang
melanggar aturan tata bangunan.

Paragraf 2
Tata Cara Mengajukan Permohonan 1zin Mendirikan /
Mengubah Bangunan (PIMB)

Pasal 127

Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh
orang atau badan dengan mengisi lembar isian/formulir yang
telah disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi terkait.

Pasal 128

(1) Lembar isian permohonan IMB sekurang - kurangnya berisi
tentang :
a. Nama pemohon .
b. Alamat pemohon .
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¢  Jenis bangunan yang akan dibangun .
d.  Peruntukan bangunan yang akan dibangun
e. Letak persil bangunan yang akan dibangun

(2) Lembar isian permohonan IMB dilampiri dengan :

a. Salinan Foto copy surat hak atas tanah tempat bangunan
yang akan dibangun.

b. Gambar rencana bangunan dengan Skala 1:20 / 1:50
(Detail), 1:100 (denah,tampak,potongan),1:200
(situasi/site pian).

¢.  Perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu /
bertingkat.

d. Surat penyataan tidak keberatan (persetujuan) dari
tetangga sekitar rencana bangunan bagi bangunan
bertingkat, bangunan tempat usaha, bangunan yang -
menimbulkan dampak /gangguan dan bangunan yan
jaraknya dengan batas persil samping dan belakan
kurangdari 2 m

e. Surat - surat lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Pengecualian

Pasal 129

Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) tidak diperlukan untuk :

a.

b.

Pemeliharaan bangunan dengan tidak mengubah denah

konstruksi maupun arsitektur bangunan.

Mendirikan bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan

binatang atau tanaman dengar syarat :

- Bangunan tersebut ditempatkan di halaman
belakang

- Jumlah luas tidak melebihi 5 m?
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Membuat kolam luas, patung, taman dan tiang bendera
sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan
Peraturan Daerah ini.

Paragaraf 4
Pemberian IMB

Pasal 130

Instansi terkait memeriksa permohonan lzin Mendirikan
Bangunan yang diajukan oleh pemohon.

Instansi terkait memanggil secara tertulis pemohon IMB untuk
menyempurnakan permohonan IMB yang diajukan bila periu.

Pasal 131

Bupati memutuskan permohonan IMB selambat-lambatnya 14
hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB secara lengkap
dan benar di kantor Instansi terkait.

Penyerahan IMB dilakukan apabila semua persyaratan
permohonan IMB telah dipenuhi.

Permohonan IMB dapat dikabulkan untuk seluruh atau
sebagian bangunan yang akan dibangun yang secara
struktural merupakan bagian yang terpisah.

Setelah IMB diberikan, pemegang IMB wajib memasang Plat
nomor IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Penolakan Permohonan IMB
Pasal 132

Permohonan IMB ditolak oleh Bupati apabila pekerjaan mendirikan
bangunan yang direncanakan dalam permohonan IMB
bertentangan dengan .: ’
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Kepentingan umum.

Ketertiban umum,

Kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR), Rencana Tehnik Ruang Kota (RTRK) dan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Pembatalan IMB

Pasal 133

Permohonan IMB dinyatakan batal demi hukum bilamana :

a. Pemohon meninggal sebelum permohonannya
diputuskan

b. Keterangan yang diajukan untuk permohonan
IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 tidak
dilengkapi oleh pemohon setelah pemohon dipanggil
tiga kali dalam jangka waktu masing ~ masing 7 ( tujuh
) hari Kerja untuk memberikan penjelasan tidak dipenuhi
oleh pemohon.

c. Temyata persil yang dimohonkan IMB tersangkut suatu
sengketa perdata ataupun pidana.

d.  Keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar.

Permohonan IMB yang batal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat diajukan kembali oleh ahli waris

yang’ sah dari pemohon.

Permohonan IMB yang batal dapat diajukan kembali setelah

pemohon dapat memenuhi kewajiban dan atau

menghilangkan hal - hal yang menjadi sebab batalnya

permohonan IMB yang diajukan.
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Paragraf 7
Penundaan Keputusan Permohonan IMB

Pasal 134

Keputusan permohonan IMB dapat ditunda apabila
Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan
untuk menilai, khususnya persyaratan bahan serta
pertimbangan lingkungan yang direncanakan

Penundaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan sekali untuk jangka waktu tidak lebih
dari dua bulan.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- disampaikan kepada pemohon IMB disertai dengan alasan

yang jelas.

Paragraf 8
Pencabutan IMB

Pasal 135

Bupati berwenang mencabut IMB jika:

a. [Pemegang IMB melanggar syarat - syarat yang
ditetapkan dalam IMB.

b. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak IMB
dikeluarkan, pemegang IMB belum memulai pekerjaan.

c. Keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak
benar.

d. Bangunan yang dilaksanakan ternyata tidak sama
dengan gambar pada IMB.

Keputusan pencabutan IMB diberikan secara tertulis kepada

pemegang IMB disertai dengan alasan yang jelas

setelah pemegang IMB dipungut dan didengar

keterangannya.
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(3) IMB yang telah dicabut dapat dimohon kembali
setelah pemegang IMB dapat memenuhi persyaratan.

Paragraf 9
Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan / Mengubah Bangunan

Pasal 136

Pemilik IMB wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada
Instansi terkait saat dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan.

Pasal 137

(1) Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah petugas
IMB memeriksa kebenaran sempadan bangunan serta
ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan
bersangkutan akan dibangun sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan dalam IMB.

(2) Ketetapan tentang sempadan banguman dan ketinggian
permukaan tanah disesuvaikan dengan lingkungan serta
ketentuan - ketentuan yang tersurat pada IMB,

(3) Selambat - lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah
diterimanya pemberitahuan dari pemegang IMB, Petugas IMB
memerikéa kenyataan bagian pekerjaan yang dilaksanakan
sasuai dengan rencana dalam IMB.

Pasal 138

(1) Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan setempat dan
pelaksanaan bagian pekerjaan dinyatakan sesuai dengan
IMB, maka Instansi terkait/petugas IMB memberikan
persetujuan untuk memulai dikerjakan bagian selanjutnya.
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Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan setempat dan
pelaksanaan bagian pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan
IMB, maka Bupati dapat memerintahkan
pembongkaran sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut
kepada pemilik IMB.

Paragraf 10
Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 139

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan
pemilik IMB, Foto Copy IMB beserta lampirannya harus
ada ditempat pekerjaan agar petugas IMB pada setiap
kesempatan dapat mengadakan pemeriksaan /pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan IMB.
Pengawasan pelaksanaan IMB dilakukan dibawah tanggung
jawab Kepala Instansi Teknis atau Instansi Terkait.

Camat, Kepala Desa dan Lurah wajib memonitor, mengawasi

dan menegur setiap pekerjaan mendirikan bangunanm yang

tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 140

Pemilik IMB wajib membantu Petugas IMB dalam pemeriksaan
pekerjaan mendirikan bangunan.

Pasal 141

Petugas IMB berwenang memasuki dan memeriksa tempat
pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat.
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Bagian Kedua
Izin Mengubah dan Menambah Luas Bangunan

Pasal 142

Sebelum mengajukan pemmohonan izin mengubah bangunan,
pemohon wajib meminta petunjuk terlebih dahulu mengenai
rencana mengubah bangunan kepada instansi Teknis atau
Instansi Terkait yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19.

Mengubah bangunan dapat berupa :

a.. Mengubah konstruksi.

b. Mengubah bentuk dan estetika .

c. Mengubah jaringan utilitas .

Pasal 143
Untuk kepentingan mengubah bangunan, perencanaannya

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 21.

(2) Rencana mengubah bangunan berlaku ketentuan Pasal 22.

Pasal 144

Permohonan izin mengubah bangunan diajukan secara tertulis oleh
orang atau badan kepada Bupati demgan mengisi Lembar isian
(formulir) yang disediakan oleh Instansi terkait .

(1)

Pasal 145
Lembar lIsian ( formulir ) sebagaimana dimaksud pada

Pasal 144 sekurang- kurangnya berisi keterangan :
a. Nama pemohon .

108



b. Alamat pemohon .
c. {Perubahan bangunan.
(2) Lembar Isian permohonan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 144 difampiri dengan :
a. Foto Copy IMB .
b.  Surat Pernyataan tidak keberatan dari penyanding.
c. Surat -surat lain yang diperiukan.

Pasal 146

Bupati memutuskan permohonan izin mengubah bangunan
selambat —~ lambatnya dalam waktu 14 hari sejak diterimanya
permohonan mengubah bangunan.

Pasal 147

Permohonan izin mengubah bangunan ditolak apabila tidak sesuai
dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 132,

Pasal 148

(1) Mengubah bangunan yang sudah diberikan izin dan ternyata
menyebabkan bamgunan tersebut bertentangan dengan
rencana gambar yang disahkan, maka izin mengubah
bangunan dapat dicabut.

(2) Pemberian izin mengubah bangunan dapat dilakukan apabila
semua persyaratan tehnis maupun persyaratan administrasi
dipenuhi sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 19, 20 dan
Pasal 21.
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Pasal 149

Menambah luas bangunan yang sudah diberikan izin dapat
diajukan bila tidak bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal
20,

Tata Cara ‘mengajukan permohonan izin menambzh luas
bangunan sesuai dengan Pasal 127 dan Pasal 128.

Bagian Ketiga
Sertifikat Laik Fungsl

Pasal 150

Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan

laporan secara tertulis dilengkapi dengan :

a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah
diakreditas (bagi bangunan yang telah dipersyaratkan).

b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built
drawing).

c. Fotokopi tanda pembayaran retribusi

Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas

nama/Bupati menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Jangka waktu penerbit SLF dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak

diterima laporan dan berita acara pemeriksaaan.

Pasal 151

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan
mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Bupati.
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Pasal 152

Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum
wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan
fungsinya.

Pemeriksaan secara berkala oleh tenaga / konsultan ahli yang
telah diakreditasi setiap 5 (lima) tahun-sekali.

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas hasil
pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengenai syarat-syarat administrasi maupun teknis.

Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan sertifikat laik fungsi
apabila bangunan periksa telah memenuhi persyaratan
administrasidan teknis.

Pasal 153
Pengawas SLF

‘Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas

Dinas Pekerjaan Umum dapat minta kepada pemilik bangunan
untuk memperhatikan Sertifikat Lain Fungsi beserta
lampirannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menghentikan
penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai
dengan SLF. _

Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2), maka setelah diberikan
peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang telah
ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan yang
telah ditetapkan dalam SLF, Bupati akan mencabut IPB yang
telah diterbitkan.
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A Bagian Keempat
Permohonan Merobohkan Bangunan

Pasal 154
Petunjuk Merobohkan Bangunan

Merobcohkan bangunan dilakukan berdasarkan
a. Atas kemauan pemiliknya.
b. iPerintah merobohkan bangunan.,

Pasal 155

(1) Dengan memperhatikan peraturan perundang — undangan
yang berlaku dan setelah diberikan pembinaan serta teguran
secara berturut-turut maka Tim Eksekusi Instansi Terkait atas
persetujuan bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi
Pamang Praja merobohkan sebagian atau seluruh bangunan
yang dinyatakan :

a. Rapuh (bouvalling).

b. Tidak sesuai dengan rencana kota.

c. Tidak layak digunakan/dihuni.

d. Mengganggu keindahan kota/lingkungan.

(2) Tim Eksekusi Instansi Terkait dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 156

Merobohkan sebagian atau seluruh bangunan atas kemauan
pemiliknya sendiri harus berdasarkan klasifikasi bangunannya.

Pasal 157

(1) Pemilik bangunan yang diperintahkan untuk merobohkan
bangunannya tidzk dibebani retribusi merobohkan bangunan.
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(2)
)

(1)

@)

(1)

)

Untuk merobohkan bangunan tidak dikenakan biaya
Terhadap bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan
Bangunan, yang dirobohkan untuk kepentingan pemerintah
daerah, kepada pemilik diberikan ganti rugi dari pemerintah
sesuai dengan harga taksir bangunan pada saat-dibongkar.

BAB Viil
BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 158

Biaya IMB terdiri dari:
a. Biaya formulir pendaftaran,

'b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi

arsitektur dan konstruksi
c. Biaya pengawasan.

d. Biaya sempadan.

Besarnya biaya-biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Retribusi IMP seperti tercantum
dalam Perda No 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.

Pasal 159

Untuk medapatkan izin ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122, karena izin yang telah diterbitkan hilang, perubahan
status daerah / wilayah, dan rusak (tidak terbaca) retribusinya
dikenakan 20% (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku;
Untuk mendapatkan izin penyesuaian karena izin yang
diberikan akan mengalami perubahan tapak, rangka atap dan
bentuk / tipe bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132, retribusinya dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari
tarif yang berlaku;
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(3)

(4)

(5)

(6)

.M
- (@)
3)

(4)

)

Balik nama IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122,
pemohon dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarif
yang berlaku;

Untuk bangunan rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi
bangunan toko / perusahaan / perusahaan industri, pemchon
dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar
bangunan pekok perusahaan industri;

Untuk bangunan perusahaan / perusahaan industi yang
mengalami perubahan peruntukan tanpa balik nama dikenakan
biaya 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi.

Untuk merobohkan bangunan dikenakan biaya sebesar 10%
(sepuluh persen) dari perhitungan kembali Retribusi IMB
Bangunan yang akan dirobohkan.

Pasal 160

Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan /
rumah tinggal / hunian / kantor pemerintah 20% x luas
bangunan x Rp.1.500,- untuk setiap penerbitan.

Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan
perusahaan / perusahaan industri 20% x luas bangunan x Ro.
2.500,-;

Biaya Pemeriksaan gambar dan pengawasan untuk bangunan
/ rumah tinggal / hunian / Kantor Pemerintah dan Perusahaan /
Perusahaan lindustri sebesar 10% x jumlah tarif retribusi;

Biaya pengesahan gambar perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), alokasi dananya tidak
disetorkan ke kas Daerah melainkan dipergunakan untuk
operasional IMB;

Bagi setiap pengujian lzin Mendirikan Bangunan dikenakan
biaya untuk Papan proyek / Papan Izin Mendirikan Bangunan
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
penerbitan, yang alokasi dananya tidak disetorkan ke kas
daerah melainkan dipergunakan untuk bahan papan IMB.
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BAB IX
PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama

Jenis Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan

(1)

@)

3)

(1)

()

Gedung
Pasal 161

Dalam penyelenggararaan bangunan gedung, masyarakat
dapat memantau dan menjaga ketertiban dalam seluruh
proses penyelenggaraan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara obyektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan
tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan
lingkungan.

Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau
kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan
gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya.

Pasal 162

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap
penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman -
dan standar teknis di bidang bangunan gedung kepada
pemerintah Kabupaten .

Masukan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi masukan
teknis untuk peningkatan kinerja bangunan gedung yang
responsif terhadap kondisi geografi, faktor-faktor alam,
dan/atau lingkungan Kabupaten , termasuk kearifan lokal.
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(1)

@)

(1)

(2)

(3)

Pasal 163

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan
terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan,
rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan di wilayah Kabupaten .

Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terkait dengan perlindungan kepada masyarakat untuk
keselamatan terhadap bencana, terhadap keamanan, terhadap
gangguan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas, dan
terhadap gangguan kesehatan dan endemik, dan terhadap
mobilitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya serta
pelestarian nilai-nilai sosial budaya daerah setempat termasuk
bangunan gedung dan situs bersejarah.

Pasal 164

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan atas
dampak yang mengganggu/merugikan akibat kegiatan
penyelenggaraan bangunan gedung.

Dampak yang mengganggu/merugikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gangguan fisik,
lingkungan, ekonomi, sosidi dan keamanan.

Tata cara pengajuan gugatan perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

116



(1)

(2)

©)

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Peran Masyarakat

Pasal 165

Masyarakat dapat mengajukan gugatan atas berbagai hal atau
peristiwa yang menjadi objek meliputi:

a.

indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi
berdasarkan hasil pemantauan dan data vyang
sesungguhnya/nyata (rie/) terjadi di lokasi tempat
kejadian yang dapat dibuktikan,;

timbulnya atau adanya potensi dan/atau bahaya bagi
pengguna, masyarakat, dan lingkungannya akibat
kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
dan/atau pembongkaran bangunan gedung; dan;

adanya perbuatan perorangan atau lkkelompok yang dapat
mengurangi tingkat kelancaran pembangunan, tingkat
keandalan, tingkat kinerja pemanfaatan bangunan
gedung dan lingkungannya serta pembongkaran
bangunan gedung.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok
terhadap adanya kebijakan meliputi peraturan, pedoman, dan
standar teknis di bidang bangunan gedung vyang tidak
konsisten dan/atau dapat menimbulkan kerugian masyarakat
yang terkena dampak meliputi kerugian non fisik dan kerugian

fisik.

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.

perorangan atau kelompok;
badan hukum atau usaha yang kegiatannya di bidang
bangunan gedung;
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(6)

(1)

c. lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang
bangunan gedung;

d. masyarakat hukum adat yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung; dan

e. masyarakat ahli yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung;

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang
mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya
penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu,
merugikan, atau membahayakan kepentingan umum;
atau

b. perorangan atau kelompok oramg atau organiisasi
kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan
akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang
mengganggu, memugikan, atau  membahayakan
kepentingan umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan

gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan secara

tertib dengan bentuk:

a. lisan, jika tidak cukup waktu antara pengamatan dan
penyampaian laporan pengaduan atau dalam waktu
selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam;

b. tertulis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian
laporan pengaduan lebih dari 12 (dua belas) jam;
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(1)

()

melalui media massa cetak dan/atau media elektronik
termasuk media on line (intemet), jika materi yang
disampaikan merupakan saran-saran perbaikan dan
dapat dibuktikan kebenarannya;

melalui TABG dalam forum dengar pendapat publik atau
forum dialog; dan

bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢ harus menyertakan identitas pembuat
laporan pengaduan yang jelas meliputi nama perorangan
atau kelompok serta alamat pelapor yang jelas dan
lengkap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan pengaduan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Bupati.

Pasal 167

Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan dengan

b.

C.

“menyatakan lokasi obyek yang jelas meliputi:
a.

alamat jalan, nomor RT/RW, nama kelurahan, nama
kecamatan;

nama atau sebutan pada bangunan gedung,
kaviing/persil atau kawasan; dan

nama pemilik/pengguna bangunan gedung sebagai
perorangan/kelompok atau badan.

Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
diidentifikasikan dengan menyertakan sekurang-kurangnya 1
(satu) lembar foto..

Bagian Ketiga
Forum Dengar Pendapat Publik

Pasal 168
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)

()

(1)

Pemerintah Kabupaten = menyelenggarakan forum dengar
pendapat publik di tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan dan
tingkat kelurahan.

Penyelenggaraan dengar pendapat publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tata cara waktu:

a. terjadwal setiap bulan (rutin) dengan urutan minggu
pertama di kantor kelurahan, minggu kedua di kantor
kecamatan dan minggu keempat di kantor pemerintah
Kabupaten : dan

b. tidak terjadwal jika terdapat permasalahan yang
mendesak.

Penyelenggaraan forum dengan pendapat di tingkat yang lebih

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan

jika di tingkat yang lebih rendah belum terdapat kesepakatan
penyelesaian antar pihak.

Pemerintah Kabupaten menugaskan TABG untuk menyusun

pertimbangan teknis.

Pasal 169

Peserta forum dengar pendapat publik adalah masyarakat
yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan
gedung dengan prioritas utama pada yang merasakan
langsung dampak kegiatan dan lingkungan RT/RW.
Masyarakat yang dipricoritaskan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menunjuk perwakilan dari antara mereka sendiri yang
dianggap cakap untuk menyampaikan pendzpat dan/atau
laporan.

Pasal 170

Hasil dialog dalam dengar pendapat publik dituangkan secara
tertulis sebagai dokumen hasil dengar pendapat publik.
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(1)

)

Muatan dokumen hasil dengar pendapat publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. pokok-pokok masukan laporan masyarakat vang
disampaikan dalam forum;
penjelasan dari pihak terkait;
penjelasan dari pemerintah Kabupaten ; dan
pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung; dan
pokok-pokok kesepakatan yang dicapai dalam bentuk
berita acara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen hasil dengar
pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 171

©cooo

Setiap bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal-pasal diatas wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah

Kabupaten  dan/atau instansi yang berwenang Uainnya

meliputi:

a. pemerintah Kabupaten , untuk hal yang bersifat administratif
dan teknis;

b. kepolisian, untuk hal yang bersifat kriminal;

¢. pengadilan, untuk hal gugatan perwakilan; dam

d. pemilik/pengguna bangunan gedung yang menimbulkan
gangguan/kerugian dan/atau dampak penting terhadap
lingkungan yang diputuskan dalam pengadilan.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf ¢ meliputi:

a. pemeriksaan lapangan;

b. penelitian secara administratif dan teknis;

¢. evaluasi hasil penelitian;

d. melakukan tindakan (eksekusi) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau hasil putusan peradilan; dan
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e. menyampaikan hasil penyelesaian kepada masyarakat
dalam bentuk pengumuman dan/atau foruim pertemuan.

Pasal 172

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:

a.

perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang
mewakili para pihak ‘vyang dirugikan akibat adanya
penyelenggaraan bangunan gedung Yyang menhgganggu,
merugikan, atau membahayakan kepentingan umum, atau
perorangan atau kelompok orang atau organisasi
kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan
akibat adanya penyelenggaraam bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan
umum.

Pasal 174

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan
kepada masyarakat perorangan atau kelompok yang oleh
karena kepeduliannya memberi kontribusi pada:

a. penyelamatan harta benda atau nyawa manusia yang
terhindar dari bencana akibat kegagalan bangunan
gedung; dan

b. penyelamatan bangunan dan lingkungan.
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(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

BAB X

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 175

Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan
melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan
agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung
tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai
dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada penyelenggara bangunan gedung.

Pasal 176
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1)

dilakukan dengan penyusunan dan penyebarluasan Peraturan
Daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis di bidang

" bangunan gedung.

Penyebarluasan Peraturan Daerah, pedoman, petunjuk dan
standar teknis di bidang bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama
dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal 177

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat
(1) kepada penyelenggaraan bangunan gedung dapat berupa
peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam
penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan,
sosialisasi, diseminasi dan pelatihan.



(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat
(1) dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan
penerapan peraturan perundang-undangan di bidang
bangunan gedung dan upaya penegakan hukum,

Pasal 178

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu
memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan
bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan
gedung melalui:

a.
b.

C.

(@)

pendampingan pembangunan bangunan gedung secara
bertahap;

pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang
memenuhi persyaratan teknis;dan/atau

program penataan bangunan dan lingkungannya yang aman,
sehat dan serasi.

Pasal 179

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan
gedung melalui mekanisme penerbitan IMB gedung dan SLF
bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan
pembongkaran bangunan gedung.

Pemerintah daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam
pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-
undangan di bidang bangunan gedung.
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BAB Xl
SISTEM INFORMASI DAN DATA

Pasal 180

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi dan data
penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan dalam
suatu sistem database dan sistem informasi yang efektif,
transparan, dan akuntabel.

(1)
(2)
3)

(4)

Pasal 181

Pemerintah daerah mengelola data dan informasi mengenai
penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan,
Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik
dan didokumentasikan secara resmi, sebagai dokumen publik.
Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem
informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung serta
menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data mengenai.

a. Rencana tata ruang dan bangunan.

b.  Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

c. SLF.

d. Penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat
dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
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Pasal 182

(1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi
penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan
dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2) Sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung
harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh
pengguna data.

(3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan dan
menyelenggarakan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada
pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak
dimulainya pemanfaatan bangunan gedung.

BAB Xii
PERMOHONAN BANDING KEPADA DPRD

Pasal 183

Permohonan banding kepada DPRD dikenakan terhadap:
Keputusan penolakan atau pencabutan surat 1zin aleh Bupati.

a. Keputusan Bupati mengenai penetapan ketentuan-ketetuan
atau syarat-syarat lebih lanjut atau penetapan larangan.

Pasal 184

(1) Permohonan banding oleh orang yang berkepentingan
dilakukan secara tertulis, dalam jangka waktu satu bulan
setelah dikirimkannya keputusan.

(2) Dalam keadaan luar biasa Bupati dapat memperpanjang
jangka waktu itu selama-lamanya satu bulan.
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Pasal 185

Permohonan banding itu harus memuat:

Nama dan tempat tinggal yang berkepentingan atau kuasanya.
Tanggal dan nomor keputusan yang di mohon banding.
Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan banding itu,
Pertanyaan keputusan yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan

apoo

Pasal 186

(1) Bupati membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelesaian
permohonan banding itu.

(2) Jika pencabutan suatu Izin bangunan dinyatakan tidak
beralasan oleh dan dengan suatu keputusan DPRD, maka |zin
ity berlakU kembali.

BAB Xiii
PENGAWASAN

Pasal 187

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini di tugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau
kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati. :

Pasal 188
(1) Di samping pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh
masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dajam

penyelenggaraan bangunan gedung yang berupa:
a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan.
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1)

(2)

(3)

b. Memberi masukan kepada pemeerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan,
pedoman, dan standar teknis di dalam bangunan gedung.

¢c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana
tata bangunan dan lingkungan, secara teknis bangunan
gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

d. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan
gedung yang mengganggu, merugikan, dan / atau
membahayakan kepentingan umum.

Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam

menyelenggarakan bangunan gedung mengikuti ketentuan

dari peraturan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI! PELANGGARAN

Pasal 189

Setiap bangunan yang didirikan dengan tidak berdasarkan
IMB, Tim Eksekusi Instansi Terkait dapat memerintahkan
pemilik untuk membongkar.

Selambat - lambatnya dalam wakii 70 hari sejak Surat
perintah pembongkaran sebagaimanz, dimaksud pada ayat (1)
dlsampalk n tidak dilaksanakan 7ieh pemilik, Tim Eksekusi
instansi Terkait dapat mémgrintahkan untuk membongkar
paksa seluruh atau sebagian bangunan tersebut.

Segala biaya dan resike yang diakibatkan atas pembongkaran
sebagaimanz dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
nemiilk bangunan
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Khusus dueker plat yang menggangu estetika dan fungsi serta
upaya pemeliharaan drainase dapat dibongkar secara sepihak
oleh Tim Eksekusi tanpa ganti rugi atau perbaikan kembali
yang dibangun dengan tidak mengikuti petunjuk dan izin
khusus pembangunan dueker plat.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 190
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan -

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan
pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda

 sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta

rupiah) .
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XVi
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 191

Selain Penyidik Umum. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 205,

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
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Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau flaporan berkenaan dengan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas.

Meneliti, mencarl, mengumpulkan dan meneliti
keterangan mengenai orang pribadi atau'badan flembaga
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 205.

Menerima keterangan dan barang bukti dari orang atau
badan/lembaga sehubungan dengan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 205.

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat .

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi .

Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnva melalui penyidik umum memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan/atau
keluarga.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanganggung jawabkan.
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BAB Xvii
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 192

Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum
penetapan Peraturan Daerah ini dan telah memiliki izin
Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah/Surat
Keputusan Bupati Kolaka sebelum Peraturan Daerah ini,
dianggap telah mendirikan IMB/IPB menurut Peraturan Daerah
ini. '
Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku yang belum memiliki Surat 1zin Mendirikan Bangunan
dalam tempo 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal
perundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah. memiliki
Izin Mendirikan Bangunan.

Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat
tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang
waktu 5 (lima ) tahun.

Izin Mendirkan Bangunan dimaksud ayat (2) pasal ini
diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai
dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang
tertuang dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan
Rencana Detail tata Ruang Bagian Wilayah Kota.

Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan
diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketetuan Peraturan
Daerah ini.
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BAB XVIii
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 193

Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan
tertentu, dapat ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan
Rencana Tata Bangunan:dan lingkungan yang telah ada.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Bupati Kolaka.

Untuk jenis, besaran, jumiah lantai tertentu, yang mempunyai
dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan
lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis dari Menteri
Permukiman dan Prasarana Wilayah sebelum dikeluarkannya
IMB

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 194
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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* (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
. undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
i Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 7 Juni 2012

BUPATI KOLAKA,
Ttd
H. BUHARI MATTA

Di Undangkan di kolaka

o Pada tanggal, 7 Juni 2012

{ _ SEKRETARIS DAERAH

\'4

; H. AHMAD SAFEI, SH, MH
. Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012
NOMOR 3



